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MOTTO 

 

مُْ ْإِنْ  ت ن  سَ َح  مُْ ْأ ت ن  سَ َح  مْ ْأ فُسِكُ نَ  إِنْ ْْۖلِِ مُْ ْوَ أ ت َسَ اْأ هَ لَ ِذَاْْۚفَ إ ْجَاءَْْفَ

دُْ ةِْْوَع  خِرَ يَسُوءُواْالْ  مْ ْلِ كُ لُواْوُجُوهَ خُ د  يَ لِ جِدَْْوَ مَس  اْال  مَ ْكَ

لُوهُْ لَْْدَخَ َوَّ ة ْْأ ِرُواْمَرَّ َب  ت يُ لِ اْوَ اْمَ و  لَ بِيرْ ْعَ َت   ات
 

Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu 

sendiri  dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, 

dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami 

datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan 

mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya 

pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang 

mereka kuasai. (Q.S Al-Isra (17):7). 
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ABSTRAK 

Nama   : Putri Jayanti 

Nim  : 105190026 

Judul   : Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbaikan Jalan Provinsi 

Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

 

Skripsi ini bertujuan untuk  mengetahui implementasi kebijakan pemerintah 

terhadap perbaikan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 

2023. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Jalan Provinsi 

adalah jalan koletor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Ibu 

Kota Provinsi dengan Ibu Kota Kabupaten, atau antar Ibu kota Kabupaten dan 

jalan strategis Provinsi. Penelitian ini bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Dan 

Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Jenis penelitian ini deskriptif analitik yaitu 

penelitian lapangan sperti melihat langsung kondisi jalan Provinsi yang ada di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil Penelitian menunjukan bahwa yang 

pertama kondisi jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih 

mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang melebihi kapasitas 

dan ketika hujan jalan sangat licin menyebabkan kendaraan terhambat, kedua 

Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbaikan Jalan di Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur cukup memadai. Adapun rencana Perbaikan Jalan pada 

ruas jalan desa Simpang Berbak – Simpang Jembatan Muara Sabak. Ketiga faktor 

pendukung dan penghambat perbaikan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

yaitu Faktor yang menjadi Kendala Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat dalam melakukan perbaikan infrastuktur jalan yaitu 

Keterbatasana Dana, Keterbatasan Sarana Dan Prasarana, dan Letak Geografis. 

Faktor pendukung dari perbaikan jalan yaitu partisipasi masyarakat dan pengguna 

jalan terhadap pembangunan insfratuktur jalan. 

 

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah, Perbaikan, Jalan. 
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ABSTRACT 

Name  : Putri Jayanti 

Name  : 105190026 

Title   : Government Policy on Provincial Road Improvement in East 

Tanjung Jabung Regency 

 

This thesis aims to determine the implementation of government policies for the 

improvement of provincial roads in East Tanjung Jabung Regency in 2023. 

Policies are a series of concepts and basic plans in carrying out a job, leadership 

and ways of acting. Provincial roads are collector roads in the primary road 

network system that connect provincial capitals to regency capitals, or between 

district capitals and provincial strategic roads. This research took place at the 

Public Works and Public Housing Office of Jambi Province. This type of research 

is descriptive analytic, namely field research such as seeing directly the condition 

of provincial roads in East Tanjung Jabung Regency. The results of the study 

show that first, the condition of provincial roads in East Tanjung Jabung Regency 

is still damaged caused by vehicles that exceed capacity and when it rains the 

roads are very slippery causing vehicles to be hampered, secondly, the 

Implementation of Government Policy for Road Repair in East Tanjung Jabung 

Regency is quite adequate. As for the Road Improvement plan on the Simpang 

Berbak village road – Muara Sabak Bridge Intersection. The three factors 

supporting and inhibiting road repair in East Tanjung Jabung Regency are Factors 

that are Obstacles to the Government of the Public Works and Public Housing 

Service in carrying out road infrastructure improvements, namely Limited Funds, 

Limited Facilities and Infrastructure, and Geographical Location. Supporting 

factors for road repair are community participation and road users in the 

development of road infrastructure. 

 

Keywords: Policy, Government, Improvements, Roads. 
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         BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 jalan 

adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk 

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukan bagi lalu lintas 

yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dibawah 

permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan 

lori dan jalan kabel. Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

merupakan jalan koletor dalam sistem jaringan jalan primer yang 

menghubungkan Ibu Kota Provinsi dengan Ibu Kota Kabupaten, atau antar Ibu 

kota Kabupaten dan jalan strategis Provinsi. Jalan Provinsi digunakan untuk 

melayani kendaraan dengan jarak perjalanan sedang dan berkecepatan lebih 

dari 40 km per jam. Lebar badan jalannya 7 meter, dengan kapasitas jalan lebih 

besar maupun sama dengan volume lalu lintas rata rata1.  

Menurut UU 38 Talhun 2004 Tentalng Jallaln Palsall 15 Alyalt (1) disebutkaln 

balhwal Kewenalngaln Pemerintalhaln Negalral bertalnggung jalwalb altals 

pembalngunaln jallaln daln pengelolaan jalan. Selalin itu, Alyalt (2) menjelalskaln 

balhwal kewenangan pemerintalhaln provinsi, sebalgalimalnal dimalksud dallalm 

Alyalt (1), bertalnggung jalwalb altals peralturaln, pedomaln, daln perlualsaln jalan. 

 
1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. 
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Pengelolalaln jallaln meliputi adrimistrasi jalan Kabupaten daln jallur Desal

2. Jallaln 

aldallalh sallalh saltu dalri sekialn balnyalk proyek internalsionall yalng didalnali 

Pemerintalh Daleralh. Kementerialn Pekerjalaln Umum Perumalhaln Ralkyalt 

berfokus paldal pemelihalralaln jallaln, perbalikaln jallaln, daln pembangunan jallaln. 

Dallalm Undalng-Undalng No. 22 Talhun 2009, berjudul "Perhubungaln daln 

Alngkutaln Palsall 24", jalan rusak dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 

untuk itu penyelenggaraan jalan harus segera dilakukan3.  

Aldalpun tugals Pemerintalh sebalgali pengelolal jallaln aldallalh sebalgali 

berikut: tercatat dalri Undalng-Undalng No. 22 Talhun 2009 Tentalng Lallu Lintals 

daln Alngkutaln Jallaln. (1) Pemerintalh menyedialkaln daln/altalu meningkaltkaln 

pengalturaln, salralnal, daln pralsalralnal tralnsportalsi lallu lintals aldallalh penyebalb 

kecelalkalaln, sebalgalimalnal dinyaltalkaln dallalm Palsall (2) Pemerintalhl 

menyedialkaln allokalsi dalnal untuk penanganan daln pencegahan kecelalkalaln lallu 

lintals4. Kementerialn Pekerjalaln Umum daln Perumalhaln Ralkyalt Provinsi Jalmbi 

mendirikaln Jallaln Provinsi di Kalbupalten Talnjung Jalbung Timur sudalh sesuali 

stalndalr nalsionall lebalr baldaln jallaln 7 meter nalmun malsih aldal beberalpal titik 

yalng belum dilalkukaln perbalikaln5. Kerusakan jalan terparah berada di 

kilometer jalan Kota Muara Sabak Timur menuju Desa Siau Dalam, Lambur I, 

sampai menuju Kecamatan Rantau Rasau. Setiap harinya terjadinya kemacetan 

 
2 Undang Undang N0mor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 15 Ayat 1 Dan 2. 
3 Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan , Pasal 16 ayat 1. 
4 Undang Undang no 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 239. 
5https://ampkompascom.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/properti/read/2022/04/07

/170000221/mudik-ke-jambi-begini-kualitas-jalan-nasional-menuju-muara-sabak? Diakses 4 

November 2022 Jam 09.00 WIB. 

https://ampkompascom.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/properti/read/2022/04/07/170000221/mudik-ke-jambi-begini-kualitas-jalan-nasional-menuju-muara-sabak?
https://ampkompascom.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/properti/read/2022/04/07/170000221/mudik-ke-jambi-begini-kualitas-jalan-nasional-menuju-muara-sabak?
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kendaraan roda empat sepanjang 2 kilometer. Butuh waktu waktu berjam-jam 

lamanya untuk melewati ruas tersebut6. 

Kerusakan jallaln lokall yang terjadi didaerah Kalbupalten Talnjung Jalbung 

Timur aldallalh permasalahan yang sering kali terjadi dan dapat menyebabkan 

kerugian bagi pengguna jalan sperti terjadi kemacetan, jarak tempuh yang 

lama, dan kecelakaan lalu lintas yang dapat menghambat pekerjaan karena 

jalan dipakai untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan bidang lainnya. 

Pemeliharaan jalan harus menjadi priritas untuk dikembangkan dalam 

pelaksanaan dan perencanaan karena begitu banyak manfaat dari jalan. Balnyalk 

kritik yalng ditujukaln kepaldal Instalnsi Pemerintalh Daleralh terkalit dengaln 

penyelenggalralaln Penalngalnaln daln Pengelolalaln Jallaln, algalr semual persoallaln 

terkalit dalpalt terselesalikaln. Selalin itu, aldal berbagai malsallalh jallaln utalmal di 

Kalbupalten Talnjung Jalbung Timur mengalami kerusakan, seperti berlebihan 

beban kendaraan, genangan air di jallaln yalng tidalk dapat mengalir akibat 

dralinalse yang tidak baik, daln lalu lintals kelebihaln bebaln yalng sering terjadi 

menyebalbkaln umur palkali jallaln menjaldi lebih pendek dalri yalng dibutuhkaln. 

Minimnyal bialyal pemelihalralaln, keterlalmbaltaln alnggalraln daln prioritals 

penalngalnaln yalng kurang baik salalt ini jugal termalsuk penyebalb. Palnals daln 

suhu udalral, air hujaln, daln mutu alwall produk jallaln yalng buruk jugal 

talmpalknyal mempengaruhi kuallitals jallaln.7. 

 
6 https://jambilink.com/macet-parah-di-jalan-provinsi-muara-sabak-rantau-rasau/ Diakses 7 

Maret 2022 Jam 19.00. 
7http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10854/BAB 

I.pdf?sequence=5&isAllowed=yDiakses pada tgl 15 Mei 2022 Jam 19.00 WIB. 

https://jambilink.com/macet-parah-di-jalan-provinsi-muara-sabak-rantau-rasau/
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10854/BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10854/BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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Oleh karena itu, pemeliharaan dan perencanaan jalan harus disesuaikan 

secara sistematis untuk memastikan kondisi jalan optimal dan konsisten dengan 

yang telah rencanakan. Kondisi jalan perlu dilakukan survei struktural dan non-

struktural (fungsional) untuk memeriksa kekasaran, kerataan, dan kekesatan 

tekstur. Karena ruas jalan memiliki banyak kerusakan yang dapat 

menyebabkan terganggunya kenyamanan pengguna jalan8. Dalam hal ini, 

kerusakan jalan terjadi sebelum masa akhir umur jalan dan kerusakan-

kerusakan yang timbul tidak ditentukan oleh satu faktor melainkan gabungan 

dari suatu faktor yang masih relevan. Oleh sebab itu, kerusakan kecil dapat 

mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Selain itu, kerusakan jalan dapat 

menyebabkan biaya pemeliharaan yang besar, karena jika dibiarkan porsi 

anggaran infrastruktur akan terserap dalam pemeliharaan. Hal ini terjadi karena 

proses dilakukan dengan melihat kerusakan fisik terhadap kerusakan dan tidak 

mengevaluasi lebih lanjut mengenai faktor lain yang harus diwaspadai agar 

kerusakan yang sama tidak terjadi9. Perbaikan dan perlebaran jalan dilakukan, 

dengan bantuan alat berat melakukan pemadataan dan perataan pada badan 

jalan dan bahu jalan. Namun karena banyaknya jalan yang masih terdapat 

kerusakan sehingga perbaikan belum maksimal dan masih terdapat beberapa 

titik jalan yang tidak rata serta aspal yang kasar dan kesat10. 

 
8 Suwardo dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 18, Nomor 2, Agustus 2020  hal 

(295-306). 
9 Munggarani,Nurrela Arifah Dan Wibowo Andreas.2017."Kajian Faktor-Faktor Penyebab 

Kerusakan Dini Perkerasan Jalan Lentur Dan Pengaruhnya Terhadap Biaya Penanganan" Dalam 

Jurnal Infrastruktur Vol 3, Nomor 1 (Hal 1 Dan 2) Parahyangan:Universitas Katolik Parahyangan. 
10https://jambi-antaranewscom.cdn.amppoject.org/v/s/jambi.antaranews.com/amp/berita 

/327747/melintasi-jalan-jambi-muarasabak-bisa-sedikit dikebut Di akses 6 novermber 2022 jam 

10.00 WIB. 

https://jambi-antaranewscom.cdn.amppoject.org/v/s/jambi.antaranews.com/amp/berita
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Menurut hasil wawancara kepada narasumber yang menggunakan jalan 

sebagai sumber ekonomi yaitu supir travel dijalan Provinsi Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur, jalan rusak terjadi karena banyaknya kendaraan berat dengan 

muatan melebihi kapasitas jalan seperti truk pengangkut buah kelapa sawit. 

Selain itu jalan jalan rusak juga menghambat pengemudi yang sering 

melakukan perjalanan ke kota Jambi, dampak dari kemacetan panjang dan 

terhambatnya transportasi mengakibatkan kurangnya pemasukan ekonomi bagi 

sebagian pengguna jalan11. 

Pemerintah Daerah sudah melakukan perbaikan jalan Provinsi dibeberapa 

titik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun masih ada wilayah yang 

belum diperbaiki, sehingga berdampak kepada masyarakat terutama mobil 

travel, mobil truk yang membawa angkutan sawit, dan kendaraan lainnya yang 

dipakai sebagai alat untuk mengangkut barang untuk dijual. Akibatnya sering 

terjadi kecelakaan karena jalan yang masih banyak lubang dan terjadi 

kemacetan panjang ketika hujan karena jalan sangat licin. Oleh karena 

Pemerintah Daerah harus memperhatikan akses agar muatan berat tidak terjadi 

kendala dan memperbaiki jalan rusak tersebut agar tidak terjadi kemacetan, dan 

kecelakaan karena masyarakat dominan dengan pekerjaan sawit dimana bagus 

buruknya jalan dapat mempengaruhi hasil keuangan di tempat tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengambil 

penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbaikan 

Jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur”  

 
11 Wawancara dengan Bapak Ahmad Jaylani selaku supir travel di jalan Provinsi Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur pada 27 Oktober 2022. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka rumusan 

masalah yang akan terpengaruh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kondisi jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur? 

2. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah dalam perbaikan jalan 

Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat perbaikan jalan Provinsi Di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur? 

C. Batasan masalah  

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang akan dibahas dan 

menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah 

yang telah penulis buat sebelumnya, maka penulis memberikan batasan ini 

hanya membahas “Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbaikan Jalan Provinsi 

Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur” Pada Tahun 2023. 

D. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan apa yang ingin dicapai peneliti. 

Tujuan ini penulis klasifikasikan dari dua unsur yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus, pertama bersifat umum yaitu: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana kondisi jalan Provinsi di Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana imlementasi kebijakan Pemerintah dalam 

perbaikan jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat perbaikan 

jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Kedua yaitu Tujuan khusus dari penelitian yang penulis lakukan ini 

merupakan syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) pada jurusan 

ilmu pemeintahan fakultas syariah UIN STS JAMBI. 

2. Kegunaan penelitian 

Penelitian mengenai kebijakan Pemerintah terhadap perbaikan jalan 

Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut 

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa dan sebagai pengetahuan 

dan pengalaman bagi penulis mengenai kebijakan Pemerintah terhadap 

perbaikan jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

2. Menambah wawasan dan ilmu bagi penulis dan memberikan dukungan 

terhadap teori teori yang ada serta menjadi bahan bacaan untuk Mahasiswa 

Dan Dosen Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Pemerintahan. 

3. Selain sebagai alat untuk menilai kualitas karya tulis dan acuannya, juga 

dapat menjadi acuan bagi karya yang sudah pernah dikerjakan. 

E. Kerangka teori  

Untuk memastikan bahwa proposal ini berhasil, penulis menggunakan 

kerangka teoritis sebagai teori penggunaan dasar untuk membangun suatu 

rancangan yang kuat untuk pelaksanaannya. 
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1. Kebijalkaln Publik 

a) Pengertialn Kebijalkaln Publik 

Kebijalkaln Publik, menurut Thomals R. Dye, aldallalh alpalpun 

pilihalnnyal Pemerintalh untuk melalkukaln altalu tidalk melalkukaln. 

Pemerintalh halrus menentukaln alpalkalh ingin melakukan altalu tidalk12. 

Berikut ini dalri alrtikel Thomals Dye: kebijakan publik dibualt oleh 

Pemerintah, bukan orgalnisalsi pribaldi. Selalin itu, publik membalhals 

keputusaln yalng halrus dibalngun altalu tidalk oleh Pemerintalh, atau jikal 

Pemerintalh talhu ada jalan rusak daln tidalk memberikaln talnggalpaln 

balgalimalnal memperbalikinyal, Pemerintalh alkaln memberikaln umpaln ballik 

di lokalsi. Menurut definisi di altals, Pemerintalh bertalnggung jalwalb altals 

beberalpal hall, termalsuk infralstruktur jallaln. Nalmun, Pemerintalh tidalk 

bertalnggung jalwalb untuk mereplikalsi kuallitals jallaln di setialp wilalyalh 

peruntukalnnyal. Alkibaltnyal, Pemerintalh meneralpkaln kebijalkaln jikal 

mengidentifikalsi daln mengimplementalsikaln kebijalkaln melallui 

Infralstruktur jallaln daln peningkaltaln perencalnalaln daln kebijalkaln 

perencalnalaln dan mendukung diperlukalnnyal penelitialn untuk melengkalpi 

informalsi daln sumber yalng mungkin diperlukaln. Berikut ini aldallalh talktik 

yalng alkaln digunalkaln dallalm pelalksalnalaln kepentingaln publik yaitu: 

Algendal, implementalsi kebijalkaln, legitimalsi kebijalkaln, daln evallualsi 

kebijalkaln kebijalkaln semual termalsuk. False-false dilalkukaln dengaln calral 

 
12 Budi winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Yogyakarta: media press 

indo,2007), hal 16-17. 
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yalng salmal, yalng beralrti balhwal proses dilalkukaln untuk mencalpali 

tujualn.13. 

b) Implementalsi Kebijalkaln Publik 

Implementalsi Kebijalkaln Publik disebut sebalgali penerapan altalu 

pelaksanaan, menurut pengertialn implementalsi publik dallalm Kalmus 

Webster Solichin Albdul Walhalb14. Isu-isu yalng halrus ditalngalni oleh 

Pemerintalh aldallalh isu-isu publik: nilali-nilali yalng direallisalsikaln, 

kebutuhaln, altalu pelualng. Malsallalh-malsallalh ini dalpalt diidentifikalsi, tetalpi 

halnyal dalpalt diselesalikaln melallui tindalkaln publik, yalitu kebijalkaln 

publik. Sualtu pendekaltaln holistik yalng melihalt pemecalhaln malsallalh 

sebalgali sualtu keseluruhaln kegialtaln yalng tidalk dalpalt dipisalhkaln altalu 

terputus, kalrenal selalin salling ketergalntungaln (dependence), kalralkteristik 

publik yalng dituju jugal bersifalt dinalmis. "Kebijalkaln publik aldallalh alpal 

yalng dilalkukaln altalu tidalk dilalkukaln oleh Pemerintalh balhwal kebijalkaln 

publik aldallalh malsallalh alpal yalng dilalkukaln altalu tidalk dilalkukaln oleh 

Pemerintalh15. 

Talchyaln menyimpulkaln balhwal kebijalkaln publik secalral umum terdiri 

dalri tigal hall pokok: implementasi kebijalkaln, perumusan kebijalkaln, sertal 

pemalntalualn daln evallualsi implementalsi kebijalkaln. Oleh kalrenal itu, 

kebijalkaln publik ditentukaln oleh proses kebijalkaln yalng terdiri dalri 

 
13 Ibid, hal 32-34. 
14 Solichin Abdul Wahab, Evaluasi Kebijakan Publik. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP 

Malang, 2019. 
15 Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta,  

Gajah Mada Univers 
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implementasi, formulasi, daln evallualsi. Ketigal alktivitals politik utalmal 

tersebut bersifalt kalusall daln memiliki polal altalu siklus yalng 

berkesinalmbungaln hinggal isu publik altalu tujualn tertentu tercalpali. 

Implementalsi kebijalkaln merupalkaln talhalp kunci dallalm proses kebijalkaln 

publik. Talhalp implementalsi sualtu kebijalkaln tidalk dimulali salmpali tujualn 

daln salsalraln ditetalpkaln terlebih dalhulu oleh perumusaln kebijalkaln. Oleh 

kalrenal itu, false implementalsi kebijalkaln halnyal terjaldi setelalh Undalng-

Undalng diundalngkaln daln dalnal telalh diallokalsikaln untuk mendalnali 

implementalsi kebijalkaln. Kebijalkaln publik tidalk aldal alrtinyal talnpal tindalkaln 

nyaltal yalng dilalkukaln dallalm progralm, kegialtaln proyek16.  

Struktur progralm dalpalt mencalkup tujualn, standar, prosedur, 

anggaran, metode daln kebijakan. Sebualh rencalnal yalng komprehensif telalh 

diuralikaln daln diintegralsikaln menjaldi saltu kesaltualn. Progralm 

menggalmbalrkaln tujualn, kebijalkaln, anggaran, metode, stalndalr, daln prosedur 

Meralncalng progralm seputalr detalil tugals, mengembalngkaln tujualn yalng 

jelals, menetalpkaln indikaltor kinerjal utalmal yalng jelals, sertal waktu daln biaya. 

Implementalsi progralm (alplikalsi) dengaln menggunalkaln struktur daln 

personel, pendalnalaln daln sumber dalyal lalinnyal, prosedur daln metode yalng 

sesuali. Membalngun sistem salralnal perencalnalaln, daln pemalntalualn sertal 

evallualsi atau halsil implementalsi kebijalkaln yalng efektif 17. 

1) Indikaltor Implementalsi Kebijalkaln Publik 

 
16 Tachjan. 2006. Implementasi KebijakanPublik. Bandung: Aipi Puslit KP2W  

Lemlit UNPAD. 
17 H. Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung. Truen RTH. 
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Indikaltor implementalsi kebijalkaln publik aldallalh ukuraln kuallitaltif 

altalu kualntitaltif untuk menggalmbalrkaln tingkalt sualtu salsalraln tercalpali sertal 

tujualn yalng di tetalpkaln. Purwalnto daln Sulistyalstuti menjelalskaln balhwal 

peneliti halrus melalkukaln evallualsi kinerjal untuk membenalrkaln implementalsi 

yalng galgall altalu berhalsil. Indikaltor merupalkaln allalt penting untuk menilali 

kemalmpualn kebijalkaln yalng alkaln dilalksalnalkaln. Indikaltor memungkinkaln 

peneliti untuk memalhalmi keberhalsilaln altalu kegalgallaln implementalsi 

kebijalkaln, progralm, altalu proyek. Jaldi kebijalkaln altalu progralm yalng alkaln 

dibalhals aldallalh indikaltor yalng balik, tetalpi jelals mencerminkaln kebenalraln 

kebijalkaln sualtu progralm. Indikaltor yalng digunalkaln secalral holistik aldallalh 

tepalt dallalm alrti sepenuhnyal menggalmbalrkaln tingkalt pencalpalialn tujualn 

kebijalkaln. Tidalk aldal calral palsti untuk menyaltalkaln jumlalh indikaltor yalng 

digunalkaln untuk mengukur reallitals kebijalkaln publik yalng dievallualsi18. 

Purwalnto daln Sulistyalstuti menetapkan empalt falktor yalng mempengalruhi 

kinerjal implementalsi kondisi di malnal implementalsi berlalngsung.  

1. Sualtu kebijalkaln mutu tidalk alkaln berhalsil jikal diimplementalsikaln dallalm 

kealdalaln daln kondisi lingkungaln yalng tidalk kondusif balgi upalyal pencalpalialn 

tujualn.  

2. Dukungaln daln koordinalsi yalng balik dengaln orgalnisalsi pemerintalh 

pelalksalnalaln 

 
18 Purwanto, Erwan Agus, 2012, Implementasi Kebijakan Publik konsep dan Aplikasinya Di 

Indonesia. 2012, Gava Media Press Yogyakarta. 
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3. Sumber dalyal. Alrtinyal, sumber dalyal yalng dimiliki oleh pelalksalnal untuk 

mendukung pelalksalnalaln implementalsi secalral lokall daln dallalm sualtu 

orgalnisalsi. 

4. Sifalt baldaln eksekutif, yalitu kemalmpualnnyal untuk melalksalnalkaln 

penegalkaln yalng dipercalyalkaln kepaldalnyal, sertal tugals daln fungsi baldaln 

eksekutif itu sendiri.  

            Berdalsalrkaln definisi tersebut, dalpalt disimpulkaln balhwal 

implementalsi kebijalkaln yalng sukses memerlukaln proses review 

implementalsi sebalgali sistem review implementalsi kebijalkaln yalng teraltur 

untuk mendukung keberhalsilaln implementalsi. Proses evallualsi dilalkukaln 

dengaln membalndingkaln implementalsi kebijalkaln dengaln stalndalr yalng telalh 

ditetalpkaln altalu dengaln membalndingkaln implementalsi kebijalkaln dengaln 

kondisi lokall19.  Indikaltor dalri implementalsi kebijalkaln publik terhaldalp jallaln 

yalitu mengevallusi kegialtaln kegialtaln yalng meneralpkaln prinsip-prinsip paldal 

pembalngunaln altalu peningkaltaln jallaln. Oleh kalrenal itu pembalngunaln jallaln 

tidalk mengalnggu budalyal lokall, alspek sosiall, daln tetalp terjalngkalu ekonomis 

sertal tidalk menggalnggu lingkungaln20. 

Dalam indikator implementasi kebijakan publik terdapat 

Implementing agency adalah instansi atau organisasi pemerintah maupun 

swasta yang diberi wewenang dalam menjalakan implementasi kebijakan, 

dalam pelaksanaanya institusi atau organisasi tersebut memiliki keselarasan 

visi dan misi dengan implementasi yang dilaksanakanya dan sesuai dengan 

 
19 Ibid, hal 90. 
20 Jurnal HPJI "Penetapan Indikator Jalan Berkelanjutan" Vol. 5 No. 2 Juli 2019. 
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fungsi dan tugas dari instansi atau organisai tersebut. Meskipun implementing 

agency yang terlibat dalam implementasi kebijakan public bias sangat 

beragam, akan tetapi birokrasi sampai saat ini memiliki posisi yang paling 

dominan dibandingkan organisasi lainnya. Birokrasi masih menjadi tulang 

punggung bagi tercapainya berbagai tujuan kebijakan publik sebagaiman 

telah disebutkan. Sebagai tulang punggung dalam implementasi kebijakan, 

keberhasilan birokrasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi tersebut, 

Argumen ini dikemukakan oleh Amstrong di kutip Purwanto dan Sulistyastuti 

sebagaiman dikutip dalam paragraph berikut (kapasitas organisasi adalah 

kapasitas organisasi untuk berfungsi secara efektif. Ini adalah tentang 

kemampuannya untuk menjamin leves kinerja yang tinggi, mencapai 

tujuannya (berkelanjutan keunggulan kompetitif dalam bisnis komersial), 

deliver result dan yang penting, memenuhi kebutuhan stakeholder). Purwanto 

dan Sulistyastuti mendefinisikan kapasitas organisasi sebagai suatu kesatuan 

unsure organisasi yang melibatkan :  

(1)  struktur 

(2) Mekanisme kerja atau koordinasi antar unit dalam implmentasi  

(3)  sumberdaya manusia yang ada dalam organisasi,  

(4) dukungan financial serta sumber daya yang dibutuhkan organisasi tersebut 

untuk bekerja. Agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik, makan 

kapasitas organisasi yang melinatkan keempat unsur tersebut harus dalam 

kondisi optimal yang saling mendukung antara satu sama lain, yaitu: desain 

struktur organisasi yang tepat. Ketepatan tersebut dapat dilihat sebagai 
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keseuaian antara misi yang harus dicapai dengan karekteristik lingkngan 

tugas dimana organisasi tersebut bekerja sehingga dapat meninggkatkan 

kepasitas organisasi sebagai implementor21. 

Kemudian kemampuan sumberdaya manusia harus memenuhi 

kebutuhan  organisasi seperti : knowledge, skill serta personality yang baik. 

Tidak kalah penting adalah kecukupan sumber daya financial untuk 

menajalankan aktivitasaktivitas dalam proses implementasi. Ketepatan serta 

kecukupan unsure-unsur  yang berkaitan denagn terbentuknya kapasitas 

organisasi akan sangat mempengaruhi kualita organisasi implementor. 

Elemen kaulitas organisasi tersebut yang selanjutnya akan mementukan 

bagaimana organiasasi pengimplementasi ini ammapu menjalakan perannya 

secara baik. Purwanto dan Sulistyastuti mengindentifikasi unsur-unsur 

kapasitas organisasi, anatara lain : 

1. Kemampuan untuk menjembatani berbagai kepentingan 

2. Kapasitas unutk menggalangkan dan menjaga dukungan 

3. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap tugas-tugas yang baru dan 

memiliki suatu frame work untuk melakukan proses pembelajaran 

4. Kemampuanuntuk mengenali perubahan lingkungan  

5. Kemampuan untuk melakukan advoaksi dan lobby 

6. Memiliki kemampuan untuk memonitoring dan mengendalikan 

implementasi 

 
21 Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. 

Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media 
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7. Memiliki kemampuan mekanisme koordinasi yang baik 

8. Memiliki mekanisme untuk memonitor dampak dari kebijakan22. 

2. Infralstruktur Jallaln  

           Infralstruktur secalral umum meliputi falsilitals falsilitals publik yalng 

disialpkaln oleh pemeintalh pusalt daln daleralh sebalgali pelalyalnaln publik untuk 

mendorong alktivitals sosial malupun ekonomi sualtu malsyalralkalt. 

Insfralstruktur perlu disesualikaln dengaln kebutuhaln setialp wilalyalh, sehinggal 

meningkaltkaln kesejalhteralaln malsyalralkalt. Pemerintalh menyialpkaln salralnal 

daln pralsalralnal infralstuktur bekerjal salmal dengaln pihalk swalstal dallalm 

ralngkal menunjalng alktivitals sosial malupun ekonomi malsyalralkalt sperti 

pelabuhan, jalan, jembatan, kesehaltaln daln lalin lalin23.  Jallaln aldallalh 

pralsalralnal tralnsportalsi dalralt berupal: segallal sesualtu yalng menutupi semual 

balgialn jallaln, termalsuk balngunaln pelengkalp daln peralngkalt yalng ditujukaln 

untuk lallu lintals pembalngunaln jallaln bukaln halnyal upalyal untuk 

memperbaliki taltal kelolal rualng perkotalaln, nalmun pembalngunaln jallaln 

memiliki keunggulaln alntalral lalin: sebalgali berikut :1) Untuk mempermudah 

alkses lallu lintals.2) Menguralngi kemalcetaln.3) Alntisipalsi kecelalkalaln. 

1) Klalsifikalsi jallaln 

Jallaln terdiri dalri jallaln umum daln jallaln umum calral spesiall.  Jallaln khusus 

tidalk dimalksudkaln untuk lallu lintals umum untuk mendistribusikaln balralng 

daln jalsal yalng dibutuhkaln.  jallaln umum dikelompokkaln berdalsalrkaln sistem, 

 
22 Ibid, hal 129. 
23 Nss, Rr Lulus Prapti, dkk "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap 

Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang." Jurnal Dinamika Sosial Budaya, (2015) 

hal 82-103. 
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kelas, status daln fungsi. Jallaln umum dikelompokkaln menurut sistem 

jalringaln jallaln, terdiri altals: paldal sistem jalringaln jallaln primer daln sistem 

jalringaln jallaln sekunder Ini aldallalh: Sistem jalringaln jallaln primer aldallalh 

sistem jalringaln jallaln dengaln peraln distribusi balralng daln jalsal untuk 

pembalngunaln seluruh wilalyalh di tingkalt Nalsionall dengaln menghubungkaln 

semual simpul pelalyalnaln distribusi pusalt kegialtaln. Sistem jalringaln jallaln 

sekunder aldallalh sistem jalringaln jallaln dengaln peraln distribusi balralng daln 

jalsal untuk oralng-oralng di perkotalaln24. 

a) Status Jalan Berdasarkan Administrasi Pemerintahan 

1. Jallaln Kolektor merupalkaln jallaln umum yalng melalyalni pengumpul altalu 

pembalgi tralnsportalsi dengaln properti perjallalnaln jalralk jaluh sedalng, 

kecepaltaln raltal-raltal sedalng daln jumlalh input terbaltals. 

2. Jallaln Lokall aldallalh jallaln umum yalng melalyalni tralnsportalsi lokall dengaln 

kalralkteristik tralnsportalsi lokall, kecepaltalnraltal-raltalnyal rendalh daln jumlalh 

inputnyal tidalk terbaltals. 

3. Jallaln Lingkungaln berfungsi sebalgali jallaln umum melalyalni lallu lintals 

ralmalh lingkungaln dengaln kalralkteristik lallu lintals lokall, daln kecepaltaln 

raltal-raltal rendalh25 

4. Jallaln Nalsionall aldallalh jallaln alrteri daln jallaln kolektor internall sistem 

jalringaln jallaln utalmal yalng menghubungkaln kotal-kotal besalr jallaln daln jallaln 

tol straltegis Provinsi daln Nalsionall. 

 
24 Undang Undang nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan. 
25 Undang Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 8 Ayat 2,3,4 Dan 5. 
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5. Jallaln Negalral aldallalh jallaln kolektif dallalm sistem jalringaln jallaln utalmal 

yalng menghubungkaln ibu Kotal Provinsi dengaln ibu Kotal Kalbupalten altalu 

alntalr ibu kotal Kalbupalten daln jallaln provinsi yalng straltegis. 

6. Jallaln Provinsi aldallalh jallaln yalng menghubungkaln ibu Kotal Provinsi 

dengaln ibu kotal Kalbupalten altalu Kotal dallalm sualtu Provinsi tersebut 

7. Jallaln Kalbupalten merupalkaln jallaln lokall dallalm jalringaln jallaln koneksi 

utalmal ibu kotal Kalbupalten dengaln ibu Kotal Kecalmaltaln, alntalr ibu kotal 

Kecalmaltaln, ibu kotal Kalbupalten dengaln pusalt kegialtaln lokall, pusalt 

kegialtaln alntalr daleralh sertal jallaln umum di jalringaln jallaln sekunder dallalm 

Kalbupalten, daln jallaln Kalbupalten yalng straltegis. 

8. Jallaln Kotal merupalkaln jallaln umum dallalm jalringaln jallaln sekunder 

menghubungkaln pusalt-pusalt lalyalnaln di dallalm Kotal, Hubunggan pusat 

pelayanan dengan persil (perkebunan dan perumahan) dan antar pusat 

pemukiman di Kota. 

9. Jallaln Desal merupalkaln jallaln umum yalng menghubungkaln kalwalsaln 

daln/altalu alntalr pemukimaln dallalm Desal sertal jallaln lingkungaln26. 

b) Status Jalan Berdasarkan Fungsi 

1) Jalan lingkungan – ruas jalan umum untuk kendaraan dengan jarak tempuh 

dekat dan berkecepatan rendah. 

2) Jalan lokal – jalanan selebar lebih dari 5 meter untuk melayani kendaraan     

berjarak tempuh dekat berkecepatan lebih dari 40 km/jam. 

 
26 Undang Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 9 Ayat 2,3,4,5 Dan 6. 
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3) Jalan kolektor – ruas jalan selebar lebih dari 7 meter untuk dilewati 

kendaraan dengan jarak tempuh sedang dan berjalan di kecepatan lebih dari 

40 km/jam. Kapasitas jalan kolektor lumayan besar dengan lalu lintas rata-

rata. Ada dua jenis jalan kolektor, yaitu jalan kolektor primer dan jalan 

kolektor sekunder. 

4) Jalan kolektor primer yang menghubungkan pusat kegiatan nasional, 

wilayah, lokal, hingga lingkungan. Sementara itu, jalan kolektor sekunder 

disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan 

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat perkotaan.   

5) Jalan arteri – jalan arteri fungsinya menampung perjalanan angkutan 

utama dengan jarak tempuh jauh. Kecepatan yang diperbolehkan di jalan 

arteri mencapai 60 km/jam dan lebih. Karena lebar ruas jalannya bisa 

mencapai lebih dari 8 meter, maka kapasitas jalan arteri sangat besar dengan 

volume lalu lintas rata-rata. Jenis jalan arteri terbagi dua, yaitu jalan arteri 

primer dan sekunder. 

c) Status Jalan Berdasarkan Muatan Sumbu 

1) Kelas I – ruas jalan arteri boleh dilewati kendaraan bermotor, dengan 

ukuran muatan lebar tidak lebih dari 2500 mm, panjang kurang dari atau 

sama dengan 1800 mm, dan berat lebih dari 10 ton.  

2) Kelas II – jalan arteri untuk kendaraan dengan muatan lebar tidak lebih 

dari 2500 mm, panjang kurang dari dan sama dengan 1800 mm, serta berat 

maksimal barang yang diangkut adalah 10 ton.  
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3) Kelas III A – jalan arteri dan kolektor untuk kendaraan bermuatan lebar 

kurang dari dan sama dengan 2500 mm, panjang tidak lebih dari 1800 mm, 

dan berat maksimal 8 ton.  

4) Kelas III B – jalan kolektor untuk kendaraan bermotor dengan muatan 

lebar tidak melebihi 2500 mm, panjang tidak lebih dari 1200 mm, dan 

berat maksimal muatannya adalah 8 ton.  

5) Kelas III C – jalan lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan 

dengan muatan lebar tidak lebih dari 2100 mm, panjang maksimal 900 

mm, dan batas berat muatan 8 ton27. 

2) Peraln Jallaln 

Peraln jallaln menurut Palsall 5 UU No. 38 2004 altals jallaln sebalgali 

berikut: sebualh.  Jallaln sebalgali balgialn dalri infralstruktur tralnsportalsi berperaln 

penting dallalm bidalng  sosiall, budalyal, ekonomi, ekologi, Pertalhalnaln daln 

Kealmalnaln, dan Politik sertal digunalkaln untuk kemalkmuraln ralkyalt yalng 

sebesalr-besalrnyal. Jallaln sebalgali pralsalralnal distribusi balralng daln jalsal 

merupalkaln uralt naldi obalt mujalralb kehidupaln bermalsyalralkalt, berbalngsal daln 

bernegalral. Jallaln yalng merupalkaln kesaltualn sistem jalringaln jallaln 

menghubungkaln daln mengikalt seluruh wilalyalh Negalral Kesaltualn Republik 

Indonesial. Tujualn pembalngunaln jallaln peralturaln pengelolalaln jallaln bertujualn 

untuk:  

a) Ketertibaln daln kepalstialn hukum dallalm mewujudkaln pekerjalaln 

pemelihalralaln jallaln; 

 
27 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
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b) Mengalkui peraln malsyalralkalt dallalm pengelolalaln jallaln; 

c) Melalksalnalkaln peraln penyelenggalral jallaln secalral optimall 

d) Memberikaln pelalyalnaln kepaldal malsyalralkalt  

e) Terwujudnyal pelalyalnaln jallaln yalng alndall, primal daln tidalk memihalk 

untuk kepentingaln umum; 

f) Terwujudnyal jalringaln jallaln yalng efisien daln sukses untuk mendukung 

peneralpaln sistem tralnsportalsi yalng terintegralsi; 

g) Terwujudnyal pengusalhalaln jallaln tol yalng tralnspalraln daln terbukal

28. 

F. TINJAlUAlN PUSTAlKAl 

Tinjalun pustalkal aldallalh referensi sebalgali tolalk ukur daln alcualn untuk 

melalkukaln penelitialn ini. Penelitialn terdalhulu membalntu untuk 

mempermudalh penulis dallalm menentukaln lalngkalh lalngkalh yalng sistemaltis 

untuk menyusun penelitialn ini dalri segi teori malupun konsep. Perbedalaln 

penelitialn ini dengaln penelitialn sebelumnyal terletalk paldal permalsallalhaln daln 

lokalsi penelitialn. Dallalm penelitialn ini membalhals balgalimalnal kebijalkaln 

Pemerintalh terhaldalp perbalikaln jallaln Provinsi Di Kalbupalten Talnjung Jalbung 

Timur sedalngkaln penelitialn lalinnyal yalitu: 

1. Penelitialn yalng dilalkukaln oleh Walhyu Suprialnto Malhalsiswal Universitals 

Islalm Negeri Syalrif Hidalyaltullalh Jalkalrtal Jurusaln Ilmu Politik yalng 

berjudul “Kebijalkaln Pemerintalh Daleralh Dallalm Pembalngunaln 

Infralstuktur Jallaln Dikecalmaltaln Gunung Sindur Kalbupalten Bogor Talhun 

 
28 Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 5. 
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2012” menjelalskaln balhwal kebijalkaln Pemerintalh daleralh dallalm 

pembalngunaln infralstuktur jallaln di Kecalmaltaln Gunung Sindur Kalbupalten 

Bogor mengallalmi keterlalmbaltaln dallalm pengallokalsialn dalnal alnggalraln 

sehinggal kebijalkaln pengallokalsialn dalnal alnggalraln daln pelalksalnalaln 

AlPBD tidalk sesuali dengaln kenyaltalaln dilalpalngaln berdalsalrkaln allokalsi 

alnggalraln tersebut aldalnyal keterlalmbaltaln dallalm pembalngunaln yalng 

dilalkukaln Pemerintalh sertal aldalnyal malsallalh politik alnggalraln yalng 

dilalkukaln oknum dilembalgal eksekutif.29 

        Aldalpun persalmalaln penelitialn ini dengaln penelitialn yalng dilalkukaln 

Walhyu Suprialnto aldallalh objeknyal yalitu kebijalkaln Pemerintalh daln jallaln 

sedalngkaln perbedalalnnyal yalitu lokalsi penelitialn daln pembalngunaln jallaln. 

Penelitialn yalng dilalkukaln Walhyu Suprialnto yalitu kebijalkaln Pemerintalh 

dallalm pembalngunaln infralstuktur jallaln Kecalmaltaln Gunung Sindur 

Kalbupalten Bogor sedalngkaln penelitialn ini Kebijalkaln Pemerintalh 

Terhaldalp Perbalikaln Jallaln Provinsi Dikalbupalten Talnjung Jalbung Timur. 

2. Penelitialn yalng dilalkukaln Nindy Aldrialni Malhalsiswi Universitals Islalm 

Negri Ralden Intaln Lalmpung Jurusaln Ekonnomi Syalrialh yalng berjudul 

“Pengalruh Pembalngunaln Infralstuktur Perbalikaln Jallaln Jallaln Ralyal Palsalr 

Pringsewu Terhaldalp Ekonomi Malsyalralkalt Sekitalr Dallalm Ekonomi 

Islalm” menjelalskaln aldalnyal pembalngunaln infralstuktur perbalikaln jallaln 

merupalkaln sallalh saltu pembalngunaln untuk menaltal kondisi jallaln disebualh 

palsalr yalng berhubungaln dengaln sebualh pusalt perbelalnjalaln sedalngkaln 

 
29 Wahyu Suprianto, Skripsi: “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan 

Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor ”.  Skripsi Mahasiswa Ilmu 

Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012. 
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sosiall ekonomi malsyalralkalt malyoritals pedalgalng dallalm mencalri rejeki 

disebualh palsalr. Halsil penelitialn menjelalskaln pengalruh pembalngunaln 

infralstuktur perbalikaln jallaln ralyal palsalr prinngsewu berdalmpalk positif 

terhaldalp ekonomi malsyalralkalt sekitalr yalng berjuallaln daln membukal 

usalhal dipinggiraln jallaln ralyal palsalr khususnyal paldal pendalpaltaln 

malsyalralkalt30. 

         Aldalpun persalmalaln penelitialn ini dengaln penelitialn Nindy Alrdialni 

aldallalh objeknyal yalitu perbalikaln jallaln sedalngkaln perbedalaln terdalpalt 

paldal lokalsi daln tujualn penelitialn penelitialn yalng dilalkukaln Nindi 

Alrdialni yalitu pengalruh pembalngunaln infralstuktur perbalikaln jallaln ralyal 

palsalr pringsewu terhaldalp ekonomi malsyalralkalt sedalngkaln penelitialn ini 

yalitu Kebijalkaln Pemerintalh Terhaldalp Perbalikaln Jallaln Provinsi 

Dikalbupalten Talnjung Jalbung Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Nindy Adriani, Skripsi: “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Perbaikan Jalan Jalan 

Raya Pasar Pringsewu Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar Dalam Ekonomi Islam”, Skripsi 

Mahasiswi Uin Raden Intan Lampung, 2019. 
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BAB II 

     METODELOGI PENELITIAN 

A. Lokalsi Daln Walktu Penelitialn 

1. Lokalsi Penelitialn 

        Lokalsi penelitialn merupalkaln tempalt penelitialn dilalkukaln dengaln 

ditetalpkalnnyal lokalsi dallalm penelitialn alkaln lebih mudalh mengetalhui 

tempalt dimalnal sualtu penelitialn dilalkukaln. Tempalt penulis meneliti kalsus 

ini di Dinals Pekerjalaln Umum Daln Perumalhaln Ralkyalt Provinsi Jalmbi. 

2. Walktu penelitialn  

  Walktu penelitialn ini dilalkukaln dalri bulaln April 2023 hinggal bulaln 

Juni 2023. 

B. Pendekaltaln Penelitialn 

          Penulis dallalm penelitialn ini menggunalkaln pendekaltaln kuallitaltif 

kalrenal permalsallalhaln berhubungaln dengaln malnusial yalng secalral 

fundalmentall bergalntung paldal pengalmaltalnnyal. Penelitialn kuallitaltif 

aldallalh penelitialn bermalgsud memalhalmi fenomenal tentalng alpal yalng 

diallalmioleh subjek penelitialn misall prilalku, presepsi, motivalsi, tindalkaln 

daln lalinnyal secalral holistik daln deskripsi dallalm bentuk kaltal kaltal daln 

balhalsal, paldal konsep khusus dengaln memalnfalaltkaln metode allalmialh31. 

Penelitialn ini termalsuk dallalm penelitialn lalpalngaln yalng bersifalt 

deskriktik alnallaltik yalitu dimalnal memalpalrkaln sertal menggalmbalrkaln 

 
31 Angki Aulia Muhammad, 2013 Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud 

Untuk Memiliki Sertivikat Atas Hak Ulayat Universitas Pendidikan Indonesia. 
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fenomenal daln kealdalaln mengenali situalsi yalng terjaldi di jallaln Provinsi 

Kecalmaltaln Talnjung Jalbung Timur. 

C. Jenis daln Sumber daltal 

1. Jenis Daltal 

Penelitialn ini menggunalkaln daltal kuallitaltif yalng merupalkaln daltal bukaln 

alngkal. Daltal kuallitaltif dikumpulkaln dengaln calral walwalncalral, observalsi 

daln dokumentalsi. Umumnyal daltal kuallitaltif ditualngkaln dallalm bentuk 

perkaltal-kaltal. Penelitialn ini termalsuk dallalm penelitialn lalpalngaln yalng 

bersifalt deskriktik alnallaltik yalitu dimalnal memalpalrkaln sertal 

menggalmbalrkaln fenomenal daln kealdalaln mengenali situalsi yalng terjaldi di 

jallaln Provinsi Kalbupalten Talnjung Jalbung Timur. 

2. Sumber Daltal 

Aldalpun sumber daltal dallalm penelitialn ini yalitu daltal primer daln sekunder: 

a) Daltal primer 

Daltal primer merupalkaln daltal yalng diproleh altalu yalng dikumpulkaln 

oleh peneliti secalral lalngsung dalri sumber daltalnyal

32. Daltal ini disebut 

daltal alsli, aldalpun yalng menjaldi sumber primer dallalm penelitialn ini 

aldallalh riset lalpalngaln melalkukaln observalsi daln walwalncalral seperti 

melalkukaln walwalncalral dengaln informaln yalng memberikaln informalsi 

mengenali kebijalkaln pemerintalh terhaldalp perbalikaln jallaln Provinsi Di 

Kalbupalten Talnjung Jalbung Timur. 

b) Daltal sekunder 

 
32 Muhammad Pabundu Tika, Metodelogi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).  
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Daltal sekunder aldallalh daltal yalng dikumpulkaln secalral malnuall 

Informalsi bekals altalu sumber lalinnyal tersedial sebelum penelitialn.  

sumber daltal Sumber-sumber sekunder ini meliputi komentalr altalu 

alnallisis alhli, interpretalsi, alrtikel di suralt kalbalr, buku, jurnall ilmialh, 

lalporaln penelitialn, halsil survei. Caltaltaln sejalralh daln perpustalkalaln 

yalng jugal merupalkaln sumber daltal sekunder33. Daltal sekunder dallalm 

penelitialn ini aldallalh dokumen altalu alrsip yalng beralsall dalri Dinals 

Pekerjalaln Umum Perumalhaln Ralkyalt Provinsi Jalmbi. 

D. Unit alnallisis 

          Unit alnallisis dallalm penulisaln skripsi perlu dicalntumkaln alpalbilal 

penelitialn tersebut aldallalh penelitialn lalpalngaln yalng tidalk memerlukaln 

populalsi daln salmpel. Unit alnallisis dalpalt berupal orgalnisalsi, balik 

pemerintalh malupun swalstal altalu sekelompok oralng34.  Dallalm penelitialn ini 

informaln ditentukaln dengaln menggunalkaln teknik porposive salmpling yalitu 

calral pengalmbilaln salmpel dengaln pertimbalngaln informalsi. Informaln 

aldallalh oralng yalng menjaldi sumber daltal dallalm penelitialn yalitu oralng yalng 

di walwalncalrali, dimintal informalsi oleh peneliti daln diperkiralkaln oralng 

yalng menjaldi informaln ini mengusali daln memalhalmi daltal, informalsi 

altalupun falktal dalri objek penelitialn35 . 

 

 

 
33 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, Hal 291. 
34 Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 

(2012), Hal 62. 
35 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif   hal 85. 
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E. Instrumen Pengumpulaln Daltal 

      Instrumen pengumpulaln daltal merupalkaln allalt yalng digunalkaln untuk 

mengumpulkaln daltal dalri falktal penelitialn. Aldalpun allalt yalng digunalkaln 

yalitu; 

1. Observalsi 

Observasi aldallalh kegialtaln yalng lalngsung talnpal mengalmalti 

Peralntalral sualtu objek untuk melihalt dalri dekalt alktivitals altalu Fenomenal 

yalng dilalkukaln oleh objek tertentu. Sugiyono menyaltalkaln balhwal 

“pengalmaltaln dalsalr dalri semual ilmu". Peneliti halnyal dalpalt bekerjal altals 

dalsalr daltal, yalitu falktal tentalng dunial nyaltal yalng diperoleh melallui 

observalsi36. Metode ini digunalkaln untuk melihalt secalral lalngsung 

kealdalaln lalpalngaln algalr memproleh galmbalraln yalng lebih luals dalri 

permalsallalhaln yalng diteliti. Jenis pengalmaltaln peneliti dallalm kegialtaln 

yalng bersalngkutaln dengaln situalsi peneliti sendiri daln memeroleh 

informalsi melallui walwalncalral dengaln penggunal jallaln daln Kepala Seksi 

Penyelenggaraan Jalan daln Kepala Seksi Bidang Bina Program di Dinals 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jalmbi. 

2. Walwalncalral 

Wawancara aldallalh percalkalpaln yalng berlalngsung secalral lalngsung 

penelitialn yalng sistemaltis daln terorgalnisir yalng dilalkukaln oleh peneliti 

sebalgali pewalwalncalral dengaln beberalpal oralng sebalgali responden untuk 

 
36 Angki Aulia Muhammad, 2013 Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud 

Untuk Memiliki Sertivikat Atas Hak Ulayat Universitas Pendidikan Indonesia hal 70. 
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mendalpaltkaln balnyalk informalsi terkalit dengaln malsallalh yalng diteliti daln 

halsil percalkalpaln yalng direkalm oleh Pewalwalncalral

37. Informaln dallalm 

penelitialn ini dipilih berdalsalrkaln pemalhalmaln yalng terkalit dengaln 

penelitialn merekal dialntalralnyal yalitu: 

1. Kepallal Seksi penyelengaraan jalan wilayah I Dinals Pekerjalaln Umum 

daln Perumalhaln Ralkyalt Provinsi Jalmbi. 

2. Kepala Seksi penyelengaraan jalan wilayah II Dinals Pekerjalaln Umum 

daln Perumalhaln Ralkyalt Provinsi Jalmbi. 

3. Kepala Seksi bidang bina program Dinals Pekerjalaln Umum daln 

Perumalhaln Ralkyalt Provinsi Jalmbi. 

4. Penggunal jallaln Provinsi di Kalbupalten Talnjung Jalbung Timur yalitu:  

a) Supir tralvel 

b) Supir PS 

c) Supir Mobil 

d) Pengendalral motor 

e) Masyarakat sekitar 

3. Dokumentalsi 

Dokumentasi aldallalh rekalmaln peristiwal yalng telalh berlallu paldal 

salalt itu Lalkukaln penelitialn.  Teknik dokumentalsi aldallalh pengumpulaln 

daltal melallui penggunalaln melihalt altalu merekalm lalporaln yalng sudalh 

tersedial

38. Dokumentalsi dallalm penelitialn ini dalpalt berupal dokumen balik 

tertulis malupun yalng dipalkali untuk bukti altalu keteralngaln penulis dallalm 

 
37 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial Bandung: Reflika Aditama 2010, Hal 312. 
38 Ibid hal 92 
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penelitialn. Daltal yalng di malgsud aldallalh daltal yalng terkalit dengaln 

Kebijalkaln Pemerintalh terhaldalp perbalikaln jallaln Provinsi di Kalbupalten 

Talnjung Jalbung Timur. 

F. Alnallisis Daltal 

           Alnallisis daltal dallalm penelitialn ini dilalksalnalkaln dengaln tigal 

teknik yalitu mereduksi daltal yalng diproleh dalri halsil walwalncalral. Daltal 

daltal yalng telalh aldal rekalmalnnyal kemudialn disimpulkaln dengaln tujualn 

mempermudalh peneliti dallalm memilih daltal yalng sesuali untuk dialnallisis. 

Daltal yalng telalh dialnallisis kemudialn dicalntumkaln dengaln calral terpisalh 

daltal daltal yalng serupal kepaldal balgialn tertentu. Selalnjutnyal membualt 

ringkalsaln dalri setialp alspek yalng diteliti. Lalngkalh alkhir yalitu membualt 

kesimpulaln sementalral dalri daltal yalng sudalh dikumpulkaln sehinggal 

penelitialn dalpalt berlalnjut dengaln melihalt kemballi daltal daltal alsli yalng 

diproleh39. 

1. Reduksi Daltal (Daltal Reduction) 

         Menurut Sugiyono, “reduksi daltal beralrti meralngkum, memilih hall-

hall penting, berkonsentralsi paldal hall-hall penting, mencalri topik daln 

polal". Reduksi daltal dallalm penelitialn ini bertujualn untuk memudalhkaln 

pemalhalmaln peneliti paldal daltal yalng dikumpulkaln dalri halsil penelitialn. 

peneliti mengumpulkaln informalsi melallui walwalncalral dengaln responden 

sertal informalsi lalinnyal terkalit kebijalkaln pemerintalh dallalm perbalikaln 

 
39 Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 

(2020), Hal 74. 
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jallaln provinsi yalng alkaln memberikaln daltal yalng lebih jelals daln 

memudalhkaln peneliti untuk melalkukalnnyal pengumpulaln daltal lebih 

lalnjut daln mencalrinyal jikal perlu. 

2. Talmpilaln Daltal (Daltal Displaly) 

         Menurut Sugiyono, “dallalm penelitialn kuallitaltif, penyaljialn daltal hall 

ini dalpalt berupal deskripsi singkalt, dialgralm, hubungaln alntalr kaltegori, 

flowchalrt daln sejenisnyal”.  Melihalt daltal membualtnyal lebih mudalh untuk 

memalhalmi alpal yalng terjaldi, rencalnalkaln pekerjalaln lebih lalnjut altals 

dalsalr alpal yalng dipalhalmi berdalsalrkaln metode yalng digunalkaln dallalm 

penelitialn Ini aldallalh studi kalsus di Dinals PUPR Provinsi Jalmbi sehinggal 

talmpilaln daltal yalng dilalkukaln lebih detalil ke dallalm deskripsi. 

3. Kesimpulaln (verifikalsi) 

        Menurut Sugiyono, Kesimpulaln dallalm penelitialn kuallitaltif dalpalt 

menjalwalb rumusaln tersebut Malsallalh dirumuskaln dalri alwall, talpi 

mungkin bukaln kalrenal Malsallalh daln rumusaln malsallalh dallalm penelitialn 

kuallitaltif malsih bersifalt sementalral daln alkaln berkembalng setelalh peneliti 

alktif di lalpalngaln. “Kesimpulaln altalu verifikalsi dallalm penelitialn ini 

aldallalh halsil dalri penelitialn yalng dilalkukaln dallalm bentuk pernyaltalaln 

singkalt daln sederhalnal daln mudalh dipalhalmi”40. 

G. Sistemaltikal Dallalm Penulisaln 

Algalr penulisaln proposall ini tidalk kelualr dalri pembalhalsaln, malkal 

penulis membualt sistemaltikal penulisaln yalng alkaln menjaldi palndualn 

 
40 Larasati, dkk, "Penyajian Data Komoditi Batik Kabupaten Sukoharjo dengan Google 

Earth." (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika), 2016, Hal 152-154. 
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dallalm penulisaln skripsi daln menjaldi ringkalsaln dalri pembalhalsaln yalng 

aldal di dallalm setialp balb nyal sperti berikut: 

Balb 1, Pendalhulualn yalng terdiri dalri: laltalr belalkalng, rumusaln 

malsallalh, baltalsaln malsallalh, tujualn daln kegunalaln penelitialn, keralngkal 

teori daln tinjalualn pustalkal. 

Balb 11, Membalhals metode penelitialn yalng membalhals tentalng 

pendekaltaln penelitialn, jenis daln sumber daltal, instrumen pengumpulaln 

daltal, unit analisis, daln sistemaltikal penulisaln. 

Balb 111, Menjelalskaln galmbalraln umum Dinals Pekerjalaln Umum 

Daln Perumalhaln Ralkyalt Provinsi Jalmbi. 

Balb IV, Pembalhalsaln, dallalm balb ini yaitu membalhals tentalng 

“Kebijalkaln Pemerintalh Terhaldalp Perbalikaln Jallaln Provinsi Di Kalbupalten 

Talnjung Jalbung Timur”. 

Balb V, Penutup, dallalm hall ini berisi tentang kesimpulaln dalri halsil 

penelitialn daln salraln salraln terkalit dengaln “Kebijalkaln Pemerintalh 

Terhaldalp Perbalikaln Jallaln Provinsi Di Kalbupalten Talnjung Jalbung 

Timur”. 

H. Jadwal penelitian 

Agar penelitian dan penulisan skripsi ini terencana dengan waktu 

efektif dan efesien sehingga bisa di selesaikan sesuai dengan tepat waktu, 

maka peneliti sudah seharusnya membagi langkah-langkah penelitian yang 

akan dijalani dalam bentuk jadwal untuk menjadi pedoman. 
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BAB III 

 GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

                              Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa 

Belanda "Openbare Werken" yang pada zaman Hindia Belanda disebut 

"Waterstaat swerken". Di lingkungan Pusat Pemerintahan dibina oleh 

Dep.Van Verkeer & Waterstaat (Dep.V&W), yang sebelumnya terdiri dari 

2 Dept.Van Guovernements Bedri jven dan Dept.Van Burgewrlijke 

Openbare Werken. Dep. V dan W dikepalai oleh seorang Direktur, yang 

membawahi beberapa Afdelingen dan Diensten sesuai dengan 

tugas/wewenang Depertemen ini. Yang meliputi bidang PU (openbare 

werken) termasuk afdeling Waterstaat, dengan onder afdelingen.: 1. Tanah 

gebouwen, 2. Wegen, 3. Irigasi & Assainering, 4. Air Kracht, 5. 

Membangun biro (untuk jembatan).  Disamping yang tersebut di atas, yang 

meliputi bidang PU (Openbare Werken) juga afd. Havenwezen 

(Pelabuhan), afd. Electriciteitswezen (Kelistrikan)dan afd. Luchtvaart 

(Penerbangan Sipil). Organisasi PU (Open-bare werken) di daerah-daerah 

adalah sebagai berikut : Di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa 

Timur urusan Waterstaat/openbare werken diserahkan kepada 

Pemerintahan Propinsi yang disebut :Provinciale Waterstaatdienst" dan 

dikepalai oleh seorang Hoofd Provinciale Waterstaatsdients (HPW) 

Diwilayah Gouv,Yogyakarta dan Gouv. Surakarta urusan-urusan 
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Pekerjaan Umum/Waterstaat dijalankan oleh "Sultanas Werken" (yogya) 

"Rijkswerken" (Surakarta), Mangkunegaranwerken". Disamping itu 

diwilayah Vorstenlander terdapat 3 organisasi "Waterschap", "s" Lands 

gebouwendienst",Regentschap Werken" dan " Gremeente werken" Untuk 

daerah luar jawa Gouv.Sumatera, Borneo (Kalimantan) dan Grote Oost 

(Indonesia Timur) terdapat organisasi "Gewestelijke Inspectie v/d 

Waterstaat" dikepalai oleh seorang Inspektur.Diwilayah Residentie 

terdapat "Residentie Water Staatsdienst" yang dahulu dikenal dengan 

nama "Dienst der BUSUR". dan kepala dinas ini biasa disebut "EAQ" 

(Eerst Aanwzend Waterstaatsambtenar). Ketentuan yang dikeluarkan pada 

jaman Hindia Belanda untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas di 

lingkungan Pekerjaan Umum dapat dibaca dalam "AWR". 1936 BWR 

1934 dan "WVO/WVV". Setelah Belanda menyerahkan dalam perang 

pasifik pada tahun 1942, kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi 

oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatera 

dan Indonesia Timur dan tidak ada Pusat Pemerintahan tertinggi di 

Indonesia yang menguasai ke 3 wilayah pemerintahan tersebut. Dibidang 

Pekerjaan Umum pada tiap-tiap wilayah organisasi Pemerintahan Militer 

Jepang tersebut diatas, diperlukan organisasi Jaman Hindia Belanda dan 

disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari fihak jepang,kantor pusat "V 

& W". di Bandung, dinamakan "Kotubu Bunsitsu", sejak saat itu istilah 

"Pekerjaan Oemoem" (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), 

"Pekerjaan Umum" (PU), disampinmg "Doboku" lazim dipergunakan. 
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Kotubu Bonsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan wilayah 

Pemerintahan di Jawa/Madura, hubungan dengan luar Jawa tidak ada. 

Organisasi Pekerjaan Umum di daerah-daerah, di Karesidenan-

Karesidenan pada umumnya berdiri sendiri-sendiri. Sistem pelaksanaan 

pekerjaan ada yang mempergunakan sistem dan nama jaman Ned. Indie, 

disamping menurut sistem Jepang. 

                Setelah Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan pada tanggal 

17-8-1945, maka semenjak itu Pemuda-pemuda Indonesia mulai 

berangsur-angsur merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang 

baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun Pemerintahan 

Daerah-daerah. Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet 

yang pertama, maka pada Menteri mulai menyusun organisasi serta 

sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, 

dengan mengambil tempat bekas gedung V.&W. (dikenal dengan nama 

"Gedung Sate"). Belanda ingin mengembalikan kekuasaaan pemerintahan 

di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti Tentara Sekutu 

masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, 

terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin 

mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, 

antara lain "Gedung Sate" yang telah menjadi Gedung Departemen 

Pekerjaan Umum pada waktu itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan 

peristiwa "3 Desember 1945"). Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 

s/d 1949, Pemerintah Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo 
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untuk selanjutnya ke Yogyakarta, begitu juga Kementerian PU. Sesudah 

Pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik 

Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta, berpindah lagi ke 

Jakarta. Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering 

mengalami perobahan pimpinan dan organisasi, sesuai situasi politik pada 

waktu itu41 . 

B.Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan 

Rakyat  

            Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. 

(1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur 

melalui Sekretaris Daerah.  

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Pasal 3 Dinas mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas 

otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 4 Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas 

menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis 

di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; b. penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan 

 
41 https://pu.go.id/page/Dari-Masa-ke-Masa DI akses pada tanggal 18 April 2023, pukul 10.00 

WIB. 

https://pu.go.id/page/Dari-Masa-ke-Masa
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perumahan rakyat; c. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis 

operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya42. 

C.Visi Dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat  

VISI 

       Terwujudnya Jambi lebih maju, aman dan nyaman, tertib, amanah, dan 

profesional di bawah ridho allah swt. 

MISI  

Memantapkan tata kelola pemerintahan 

Memantapkan perekonomian masyarakat daerah 

Memantapkan kualitas sumber daya manusia43. 

D.Susunan Organisasi Dinas Pupr Provisi Jambi 

    Berikut susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan     

Rakyat Provinsi Jambi. 

(1) Susunan Organisasi Dinas yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat 

dan Bidang’’ yang ada di Dinas PUPR. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 
42 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

Provinsi Jambi. 
43 Dokumentasi di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada tgl 

7 Mei 2023. 
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(4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada kepala bidang44. 

 

 

 

E.Tugas dan fungsi Bidang Bina Marga 

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka 

melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang bina marga serta 

 
44 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

Provinsi Jambi 
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pelayan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 27 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

26, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi : 

a. pelayanan kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan jalan dan 

jembatan Provinsi; 

b. penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan jalan dan 

jembatan   Provinsi; 

c. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan 

jalan dan jembatan Provinsi; 

d. pengembangan dan penelitian mengenai penyelenggaraan jalan dan 

jembatan Provinsi; 

e. perumusan program dan perencanaan teknis pembangunan dan 

preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum; 

f. perumusan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) bidang jalan 

dan jembatan; 

g. pengoordinasian, pemrograman dan perencanaan teknik jalan, 

konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi 

bersama instansi terkait; 

h. perumusan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, 

peralatan, dan pengujian; 

i. pengendalian pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan 

jembatan, dan penerangan jalan umum; 
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j. pengendalian pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit 

keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; 

k. pengendalian pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger 

jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan; 

l. pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, 

pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, 

peralatan, dan pengujian; 

m. pengendalian penyusunan rencana teknis dan program kegiatan di 

bidang bina marga dalam wilayah Provinsi; 

n. pengendalian penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan 

dan pemeliharaan jalan dan jembatan; 

o. pelaksanaan dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

bidang bina marga; dan 

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Pasal 28 

Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah I mempunyai tugas: 

a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan 

pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan 

Wilayah I; 

b. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan 

sistem moda transportasi; 
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c. melaksanakan fasilitasi pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap 

hasil pengujian konstruksi, melaksanakan evaluasi dan penetapan leger 

jalan, melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger 

jalan di wilayah I; 

d. menyusun rencana teknik dan program kegiatan jalan dan jembatan 

wilayah I; 

e. menyusun rencana dan program pengembangan serta pembinaan teknik 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Jalan dan 

jembatan wilayah I; 

f. menyusun rumusan rencana kebijakan teknis dan penyusunan program 

pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I; 

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 

jalan dan jembatan wilayah I; 

h. menyusun dan mengembangkan standar dokumen pengadaan; 

i. melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP bidang bina marga; 

j. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dalam penyusunan program; 

k. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pembangunan 

jalan dan jembatan wilayah I; 

l. menyesuaikan kontrak pekerjaan konstruksi dan preservasi jalan dan 

jembatan wilayah I; 

m. menyusun Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang 

jalan dan jembatan wilayah I; 
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n. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi dan audit keselamatan 

jalan dan jembatan wilayah I; 

o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

pembangunan jalan dan jembatan, jalan bebas hambatan dalam wilayah I 

Provinsi; 

p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan 

pemeliharaan jalan dan jembatan dalam wilayah I Provinsi; 

q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan 

jalan dan jembatan dalam wilayah I Provinsi; 

r. melaksanakan preservasi jalan dan jembatan wilayah I; 

s. menyiapkan bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan 

peralatan dan bahan jalan dan jembatan wilayah I; 

t. melaksanakan pengamanan, pemanfaatan bagian-bagian jalan dan 

jembatan wilayah I; 

u. melaksanakan fasilitasi pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan 

preservasi; 

v. melaksanakan dan mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga 

Bidang Bina Marga; dan 

w. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Pasal 29 

Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah II mempunyai tugas: 
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a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan 

pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan 

Wilayah II; 

b. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan 

sistem moda transportasi; 

c. melaksanakan fasilitasi pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap 

hasil pengujian konstruksi, melaksanakan evaluasi dan penetapan leger 

jalan, melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger 

jalan di wilayah II; 

d. menyusun rencana teknik dan program kegiatan jalan dan jembatan 

wilayah II; 

e. menyusun rencana dan program pengembangan serta pembinaan teknik 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Jalan dan 

jembatan wilayah II; 

f. menyusun rumusan rencana kebijakan teknis dan penyusunan program 

pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah II; 

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 

jalan dan jembatan wilayah II; 

h. menyusun dan mengembangkan standar dokumen pengadaan; 

i. melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP Bidang Bina Marga; 

j. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dalam penyusunan program; 
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k. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pembangunan 

jalan dan jembatan wilayah II; 

l. menyesuaikan kontrak pekerjaan konstruksi dan preservasi jalan dan 

jembatan wilayah II; 

m. menyusun Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang 

jalan dan jembatan wilayah II; 

n. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi dan audit keselamatan 

jalan dan jembatan wilayah II; 

o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

pembangunan jalan dan jembatan, jalan bebas hambatan dalam wilayah II 

Provinsi; 

p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan 

pemeliharaan jalan dan jembatan dalam wilayah II Provinsi; 

q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan 

jalan dan jembatan dalam wilayah II Provinsi; 

r. melaksanakan preservasi jalan dan jembatan wilayah II; 

s. menyiapkan bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan 

peralatan dan bahan jalan dan jembatan wilayah II; 

t. melaksanakan pengamanan, pemanfaatan bagian-bagian jalan dan 

jembatan wilayah II; 

u. melaksanakan fasilitasi pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan 

preservasi; 
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v. melaksanakan dan mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga 

Bidang Bina Marga; dan 

w. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Pasal 30 

Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah III mempunyai tugas: 

a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan 

pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan 

Wilayah III; 

b. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan 

sistem moda transportasi; 

c. melaksanakan fasilitasi pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap 

hasil pengujian konstruksi, melaksanakan evaluasi dan penetapan leger 

jalan, melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger 

jalan di wilayah III; 

d. menyusun rencana teknik dan program kegiatan jalan dan jembatan 

wilayah III; 

e. menyusun rencana dan program pengembangan serta pembinaan teknik 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Jalan dan 

jembatan wilayah III; 

f. menyusun rumusan rencana kebijakan teknis dan penyusunan program 

pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan 

wilayah III; 
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g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 

jalan dan jembatan wilayah III; 

h. menyusun dan mengembangkan standar dokumen pengadaan; 

i. melaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP Bidang Bina Marga; 

j. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dalam penyusunan program; 

k. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pembangunan 

jalan dan jembatan wilayah III; 

l. menyesuaikan kontrak pekerjaan konstruksi dan preservasi jalan dan 

jembatan wilayah III; 

m. menyusun Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria bidang jalan dan 

jembatan wilayah III; 

n. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi dan audit keselamatan 

jalan dan jembatan wilayah III; 

o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

pembangunan jalan dan jembatan, jalan bebas hambatan dalam wilayah III 

Provinsi; 

p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan 

pemeliharaan jalan dan jembatan dalam wilayah III Provinsi; 

q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan 

jalan dan jembatan dalam wilayah III Provinsi; 

r. melaksanakan preservasi jalan dan jembatan wilayah III; 



46 
 

 

 

s. menyiapkan bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan 

peralatan dan bahan jalan dan jembatan wilayah III; 

t. melaksanakan pengamanan, pemanfaatan bagian-bagian jalan dan 

jembatan wilayah III;45. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

Provinsi Jambi. 
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BAB IV 

HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah jalan 

penghubung ibu kota Provinsi dan ibu Kota Kabupaten. Pemerintah pusat 

bertanggung jawab untuk jalan nasional dan Gubernur untuk jalan 

Provinsi. Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat adalah 

Kementerian yang membidangi urusan jalan Provinsi tersebut. Bedasarkan 

hasil wawancara dengan bapak Rafinus selaku kepala seksi 

penyelenggaran jalan wilayah I mengatakan sebagai berikut: 

”Jadi Yang termasuk jalan Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur adalah jalan Provinsi di Suak Kandis-Desa Simpang 

Berbak dengan panjang 21,066 km, jalan Provinsi di Desa Simpang 

Berbak-Simpang Jembatan Muara Sabak dengan panjang 45,641 km, 

jalan Simpang Lagan-Simpang Pelabi 33,200 km totalnya ada sekitar 

99,907 km”46. 

Dari ketiga ruas jalan tersebut, ruas jalan Provinsi Simpang Berbak 

- Simpang Jembatan Muara Sabak adalah jalan yang masih mengalami 

kerusakan serta jalan yang belum diperbaiki. Jalan Provinsi yang berada di 

Tanjung Jabung Timur khususnya dari Muara Sabak-Rantau Rasau masih 

banyak terjadi kerusakan yang disebabkan oleh muatan yang berlebihan 

oleh karena itu dibutuhkan perbaikan insfratuktur jalan yang memadai 

agar kondisi jalan bagus secara merata. Sperti wawancara dengan bapak 

 
46 Wawancara dengan bapak Rafinus selaku Kepala Seksi Penyelengaraan Jalan Wilayah I, 

pada tanggal 13 April 2023, pukul 10.00 WIB. 
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Lanjar sebagai masyarakat sekitar yang membantu memperbaiki jalan 

Provinsi mengatakan sebagai berikut: 

“Saya memperbaiki jalan Provinsi yang rusak di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur semenjak adanya covid 19 secara suka rela dengan 

bantuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi 

Jambi, saya membantu memperbaiki jalan Provinsi dengan alat 

seadanya sperti menggunakan cangkul untuk menimbun dan 

meratakan jalan. namun jika ada jalan yang rusak sangat parah saya 

menghubungi orang Dinas PUPR agar mengirimkan material sperti 

batu untuk menimbun jalan tersebut. Saya membantu memperbaki 

jalan tersebut dengan suka rela dan ikhlas tidak memungut biaya dari 

pengguna jalan. Terkadang para supir inisiatif memberikan sebagian 

rezekinya kepada saya. Adapun fasilitas yang saya dapatkan dari 

Dinas PUPR yaitu rompi dan topi serta posko untuk tempat 

istirahat”47. 

 Berdasarkan data tersebut Kondisi jalan Provinsi di Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur masih memprihatinkan sperti banyaknya lubang 

pada permukaan jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan yang 

melintas. Sangat dibutuhkan penanganan untuk kondisi jalan tersebut, 

akibat dari kerusakan jalan tersebut sering terjadi kemacetan panjang sperti 

wawancara dengan bapak Wawan sebagai supir PS yang membawa 

angkutan sawit mengatakan sebagai berikut: 

“Jika cuaca sering hujan kemacetan panjang terjadi terus menerus 

akibat jalan yang licin bahkan tidak sedikit mobil yang terprosok 

akibat jalan licin tersebut. Sebagai supir ps yang membawa muatan 

sawit sebanyak 8 ton saya terkendala akibat kemacetan jalan ini yang 

menyebabkan jarak tempuh menjadi lebih lama serta buah sawit yang 

ambrol. Dengan begitu sangat menghambat pekerjaan saya, yang 

 
47 Wawancara dengan bapak Lanjar sebagai masyarakat yang membantu memperbaiki jalan 

Provinsi, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 09.00 WIB. 
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aturannya sudah bisa sampai dan pulang harus terkendala karena 

kerusakan jalan tersebut”48. 

 

Dari data tersebut sudah menggambarkan kondisi jalan Provinsi di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih banyak mengalami kerusakan 

dan kemacetan dijalan akibat kerusakan jalan tersebut kendraan menajadi 

lebih lambat dan boros bahan bakar, sehingga biaya transportasi menjadi 

lebih mahal. Selain itu waktu perjalanan juga dapat meningkat karena 

kecepatan kendaraan yang melambat akibat jalan yang tidak mulus. 

Adapun wawancara dari bapak Rafinus selaku kepala seksi 

penyelenggaran jalan wilayah I mengatakan sebagai berikut: 

“Kondisi jalan rusak tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu kondisi 

jalan mantap dan kondisi jalan tidak mantap. Kondisi jalan mantap 

artinya ruas jalan demgan kondisi baik atau sesuai dengan umur 

rencana jalan yang diperhitungkan serta mengikuti sesuai standar 

tertentu. Kondisi jalan tidak mantap adalah gabungan dari kondisi 

jalan rusak berat dan ringan. Kondisi jalan rusak berat sperti jalan 

yang dilalui kendaraan dengan kecepatan 0-20 km perjam sedangakan 

jalan rusak ringan adalah jalan yang bisa dilalui kendaraan 0-40 km 

perjam”49. 

Kerusakan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

dapat disebabkan beberapa faktor sperti air, perubahan suhu, cuaca, 

materia kontruksi perkerasan, kondisi tanah yang tidak stabil, proses 

pemadatan yang diatas lapisan tanah yang kurang baik dan tonase atau 

muatan kendaraan berat yang melebihi kapasitas dan volume kendaraan 

 
48 Wawancara dengan bapak Wawan sebagai supir PS, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 10.00 

WIB. 
49 Wawancara dengan bapak Rafinus selaku Kepala Seksi Penyelengaraan Jalan Wilayah I, 

pada tanggal 13 April 2023, pukul 10.00 WIB. 
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yang maskin meningkat. Jalan yang baik memperlancar hubungan antara 

berbagai daerah. Sebaliknya, jalan yang rusak pastinya akan menghambat 

kegiatan ekonomi dan bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. 

Berikut ini jenis-jenis kerusakan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur. 

1.  Retak 

Salah satu faktor terbesar yang menyebabkan keretakan ini adalah 

buruknya sistem drainase jalan. Sistem drainase ini juga harus mampu 

mengalirkan air hujan atau air dari sumber lain dan mengendalikan air 

tanah yang dapat menyebabkan erosi atau longsor.  Sistem drainase yang 

dibangun harus dipelihara dengan baik dan berfungsi dengan baik.  Agar 

sistem drainase tetap mengalirkan air dengan lancar, maka harus rutin 

dibersihkan dari kotoran dan gulma. Idealnya, pembangunan jalan beraspal 

harus dibarengi dengan pembangunan sistem drainase.  Kalau tidak, bisa 

dipastikan kerusakan jalan aspal tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, 

solusinya tidak cukup hanya dengan menambal retakan yang ada. Menurut 

wawancara dengan bapak Lanjar sebagai masyarakat sekitar yang 

membantu memperbaiki jalan mengatakan sebagai berikut: 

“Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum 

adanya sistem drainase sehingga ketika adanya lubang, pada saat 

hujan air tersebut menyumbat didalam lubang yang menyebabkan 

terganggunya pengguna jalan apalagi dijalan yang mengalami 

keretakan, kerusakan aspal yang masih menyatu dengan tanah 
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sehingga menyebabkan jalan terhambat karena adanya genangan air 

dan jalan yang licin”50 

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa jalan Provinsi di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum mempunyai sistem drainase yang 

baik sehingga air mudah menyumbat menyebabkan terjadinya kerusakan 

pada lapisan aspal tersebut apalagi ketika lapis pondasi agregat tidak padat 

akan mudah meyebabkan terjadinya kerusakan jalan.  Beban kendaraan 

yang berat menimbulkan tegangan dan regangan pada setiap lapis 

perkerasan.  Beban kendaraan yang terus melintas akhirnya menyebabkan 

munculnya retakan. Jika keretakan dibiarkan tidak terkendali, dapat 

dipastikan bahwa selama musim hujan air akan merembes ke dalam 

retakan dan mengubah retakan menjadi lubang yang terus membesar.  

Oleh karena itu, sebaiknya segera dilakukan perbaikan dengan tambalan.                            

Ada pertimbangan penting dalam membangun sistem drainase jalan, 

antara lain kondisi topografi sepanjang jalan, analisis curah hujan 

maksimum per tahun pada daerah di atas jalan aspal, hingga menentukan 

bentuk dan kemiringan yang mempengaruhi aliran air.  Sistem drainase 

harus direncanakan agar tidak mengganggu drainase yang ada. 

2. Lubang  

Pada jalan beraspal, jika retakan dibiarkan tidak diperbaiki, 

kerusakan berupa lubang dapat terjadi jika air akhirnya merembes masuk 

sehingga membuat lapisan jalan menjadi rapuh.  Lubang yang awalnya 

 
50 Wawancara dengan bapak Lanjar sebagai masyarakat yang membantu memperbaiki jalan 

Provinsi, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 09.00 WIB. 
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kecil ini bisa berubah menjadi lubang besar yang bisa membahayakan 

pengguna jalan. Menurut wawancara dengan bapak Lanjar masyarakat 

sekitar yang membantu memperbaiki jalan mengatakan sebagai berikut: 

“Kerusakan jalan Provinsi yang paling banyak dijumpai yaitu lubang 

yang bervariasi ada yang kecil dan besar dalam hal ini jika ada jalan 

yang rusak sudah parah sperti jalan berlubang yang sudah tidak bisa 

saya atasi saya menghubungi orang yang berada di dinas PUPR 

Provinsi Jambi agar membawakan batu untuk menimbun jalan 

tersebut.”51. 

Dari hasil wawancara dan pengamatan lubang adalah kerusakan 

yang paling sering ditemukan. Kerusakan ini sangat berbahaya bagi 

pengguna jalan apalagi jika lubang tersebut tertutup dengan genangan air, 

pengguna jalan harus lebih berhati-hati serta mengurangi kecepatan saat 

berkendara. 

3. Distorsi 

Deteriorasi atau deformasi perkerasan aspal dapat terjadi karena 

tanah dasar yang kurang baik dan pemadatan yang kurang optimal pada 

lapis pondasi.  Kerusakan pada jalan aspal dapat berupa runtuhan, ledakan, 

tikungan dan alur.  Kerusakan berupa kerusakan pada jalan aspal tidak 

cukup diperbaiki hanya dengan penambalan. Memperbaiki kerusakan 

degradasi cukup kompleks dan memakan waktu lama.  Kerusakan pada 

perkerasan aspal harus diperbaiki dengan mengikis ulang, memadatkan 

kembali, dan kemudian menambahkan lapisan permukaan baru. Menurut 

 
51 Wawancara dengan bapak Lanjar sebagai masyarakat yang membantu memperbaiki jalan 

Provinsi, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 09.00 WIB. 
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wawancara dengan bapak Lanjar sebagai masyarakat yang membantu 

memperbaiki jalan tersebut mengatakan sebagai berikut: 

“Jalan provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ini berasal dari 

tanah merah itulah mengapa kerusakan jalan mudah terjadi karena 

tanah merah cukup padat sehingga dalam pembangunan infrastuktur 

jalan mengalami kesulitan itulah mengapa kerusakan jalan Provinsi 

mudah terjadi karena lapis pondasi tidak padat. Jalan Provinsi di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini pun ada yang belom teraspal 

sepenuhnya jadi ketika musim hujan jalan akan licin karena tanah 

merah tersebut”52. 

Dari data tersebut diketahui bahwa kerusakan jalan Provinsi Di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini penyebab utamanya adalah kondisi 

tanah yang kurang bagus, itulah mengapa ketika hujan tanah akan licin 

yang dapat menyebabkan pengguna motor dan mobil kesulitan melewati 

jalan tersebut dan harus berhati hati agar tidak terjadi kecelakaan. Untuk 

memperbaiki kerusakan tersebut dengan cara tahap pemadatan dalam 

proses pembangunan jalan harus dilakukan secara hati-hati.  Pemadatan 

harus dilakukan untuk meningkatkan kekuatan tanah, meminimalkan 

pengaruh air terhadap tanah dan mengurangi infiltrasi air ke dalam tanah.  

Langkah kompresi ini dilakukan lapis demi lapis untuk mencapai densitas 

yang ideal. 

4. Pengupasan 

Pengelupasan lapisan permukaan dapat terjadi karena tidak adanya 

ikatan antara substrat jalan dengan lapisan permukaan atau karena lapisan 

 
52 Wawancara dengan bapak Lanjar sebagai masyarakat yang membantu memperbaiki jalan 

Provinsi, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 09.00 WIB. 
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permukaan terlalu tipis. Setiap kerusakan pada perkerasan aspal perlu 

dicermati sebelum dilakukan tindakan perbaikan agar perbaikan dapat 

sepenuhnya disesuaikan dengan kerusakan yang terjadi. Dengan 

pengamatan, perbaikan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. 

Menurut wawancara dengan bapak lanjar sebagai masyarakat yang 

membantu memperbaiki jalan mengatakan sebagai berikut: 

”Jika jalan tersebut sudah terjadi pengelupasan maka saya akan 

menghubungi pak iwan selaku orang Dinas PUPR untuk mengirimkan 

alat bantu sperti bulldozer yang digunakan untuk meratakan, menggali 

dan menimbun tanah”53. 

Dari hasil pengamatan dan wawancara di atas kondisi jalan 

Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih banyak mengalami 

kendala perbaikan jalan. Kerusakan di atas hanya bisa ditangani secara 

sementara, untuk jalan bisa mulus tersebut perlu dilakukan perbaikan 

insfratuktur jalan. Kondisi jalan rusak yang menjadi titik penelitian Jalan 

Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengalami kerusakan 

parah yaitu dari Muara Sabak – Rantau Rasau ada empat titik yang sering 

mengalami kemacetan panjang yaitu di Kecamatan Muara Sabak Timur 

yaitu di Desa Siau, dan Desa Lambur 1, Kecamatan Rantau Rasau yaitu di 

Teluk Serdang dan Desa Harapan Makmur. Berbagai cara sudah dilakukan 

agar tidak terjadi kemacetan sperti menimbun jalan rusak dengan batu dan 

meratakan jalan menggunakan alat berat. Namun pada dasarnya jalan 

Provinsi ini sudah mengalami kerusakan yang tidak bisa ditangani dengan 

 
53 Wawancara dengan bapak Lanjar sebagai masyarakat yang membantu memperbaiki jalan 

Provinsi, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 09.00 WIB. 
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cara tersebut tetapi harus dilakukan pembangunan infratuktur jalan agar 

tidak terjadi kerusakan dan kemacetan serta memperlancar akses jalan. 

Dengan begitu tidak ada lagi pengguna jalan yang mengeluh karena jalan. 

Mungkin untuk saat ini belum ada pembangunan khusus untuk perbaikan 

jalan namun disni Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat membantu 

jika ada kerusakan jalan yang parah dengan cara mengirim alat dan bahan 

tersebut yang dapat digunakan untuk memperbaiki jalan Provinsi yang 

rusak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun wawancara dengan 

bapak Ridho selaku Kepala Seksi Penyelenggaran Jalan Wilayah II 

mengungkapkan sebagai berikut: 

“Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada ruas jalan 

Suak Kandis-Desa Simpang Berbak jalan kondisi baik 2,000 km, 

kondisi sedang 10,066 km, kondisi rusak ringan 5,600 km dan rusak 

berat 3,400 km, ruas jalan Simpang Berbak - Simpang Jembatan 

Muara Sabak jalan kondisi baik 15,400 km, rusak ringan 11,201 km, 

kondisi sedang 13,040 km, dan rusak berat 6,000 km” sedangkan ruas 

jalan Sp Lagan-SP Pelabi kondisi jalan baik 18.400 km, kondisi jalan 

sedang 10.200 km, kondisi jalan rusak ringan 4,400 dan kondisi jalan 

rusak berat 0,200 km.  Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur termasuk jalan kelas II yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan 

Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran 

lebar melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, 

ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton”54. 

 

 

 

 
54 Wawancara dengan bapak Ridho selaku Kepala Seski Penyelengaraan Jalan Wilayah II, 

pada tanggal 18 April 2023, pukul 13.00 WIB. 
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Tabel 1  Kondisi jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur  

 

Berdasarkan Tabel 1 kondisi ruas Jalan Suak Kandis-Desa 

Simpang Berbak mengalami kerusakan dengan panjang 3,400 km, ruas 

jalan Simpang Lagan- Simpang Pelabi Zona V hanya ada sedikit 

kerusakan dengan panjang 0,200 km sedangkan ruas jalan yang 

mengalami rusak berat terburuk berada pada ruas jalan Simpang Berbak - 

Simpang Jembatan Muara Sabak dengan panjang 6,00 km55. berdasarkan 

wawancara dengan bapak Ridho selaku kepala sesksi penyelenggaraan 

jalan wilayah II mengatakan sebagai berikut: 

”Di tahun ini kita mempunyai target untuk meningkatkan kondisi 

jalan tersebut dari rusak berat dan ringan menjadi baik sesuai dengan 

(RPJMD) rencana pembangunan jangka menengah daerah”56. 

Bedasarkan hasil wawancara dan pengamatan jalan Provinsi di 

Kabupaten Tanjung Jabung timur pada ruas jalan Simpang Berbak-

Simpang Jembatan Muara Sabak masih banyak kondisi jalan dengan 

keadaan rusak berat yang perlu dilakukan penanganan secara khusus serta 

pemeliharaan insfratuktur jalan. Kondisi jalan tersebut sangat berdampak 

 
55 Kondisi jalan menurut Sk Gubernur, dokumentasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada tgl 18 April 2023. 
56 Wawancara dengan bapak Ridho selaku Kepala Seski Penyelengaraan Jalan Wilayah II, 

pada tanggal 18 April 2023, pukul 13.00 WIB. 
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pada kendaraan kendaraan yang melintas di jalan dan tidak sedikit 

kendaraan roda dua dan roda empat mengalami kecelakaan dijalan 

tersebut. Jalan provinsi tersebut termasuk jalan umum yang digunakan 

para pengguna roda dua maupun roda empat untuk mencapai tempat 

tujuan. Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan 

jalur yang penting untuk menunjang segala kebutuhan manusia baik itu 

kegiatan perekonomian maupun sosial masyarakat. Dampak yang 

ditimbulkan dari kerusakan jalan tersebut sperti meningkatnya biaya 

transportasi dan membuat kendaraan menjadi lebih lambat serta boros 

bahan bakar, sehingga biaya transportasi menjadi lebih mahal, selain itu 

perjalanan memakan waktu tempuh menjadi lebih lama karena kecepatan 

kendaraan menjadi lambat akibat jalan yang tidak mulus. Dampak lain 

yang tidak kalah penting sperti menurunnya daya saing ekonomi jalan 

yang rusak membuat sulitnya mengirim barang dari satu tempat ke tempat 

lain sehingga meningkatkan biaya logistik dan menurunkan keuntungan 

bagi pelaku ekonomi yang dapat menyebabkan terhambatnya 

perekonomian pada wilayah tersebut. 

B. Implementasi kebijakan Pemerintah dalam perbaikan jalan Provinsi 

di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai 

proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam 

praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu 

kompleks bahkan jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi 



58 
 

 

 

berbagai kepentingan. Penelitian ini menggunakan kebijakan publik yang 

merupakan bentuk intervensi pemerintah menyelesaikan masalah masalah 

publik dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini Tachyan 

menyimpulkan bahwa kebijakan publik secara umum terdiri dari tiga hal 

pokok: perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, serta 

pemantauan dan evaluasi kebijakan publik. 

1. Perumusan Kebijakan Publik 

Perumusan kebijakan adalah pengembangan kebijakan yang efektif 

dan dapat diterima untuk mengatasi masalah apa yang telah ditempatkan 

dalam agenda kebjakan. Perumusan kebijakan publik harus melalui proses 

tahapannya. Perumusan kebijakan meliputi definisi sasaran yaitu yang 

akan di capai melalui kebijakan serta pertimbangan pertimbangan terhadap 

sejumlah alternatif yang berbeda. Jadi dalam pembangunan jalan harus 

diperlukan perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan terjadi setiap 

waktu atau priode tertentu. Dalam hal ini kebijakan menggunakan terknik 

perumusan rutin yaitu keputusan gubernur jambi no 216/ kep.gub/dpupr 

2018 tentang penetapan ruas jalan menurut stautusnya sebagai jalan 

provinsi. Masa berlaku kebijakan tersebut lima tahun. Prosesnya 

perumusannya terjadi berulang kali selama lima tahun sekali. Bentuk dan 

isi kebijakan ini secara umum sama pada setiap priode, perbedaannya 

terletak pada besaran angka dalam mata anggaran. Adapun perumusan 

kebijakan yang ditanda tangani oleh Gubernur Jambi sperti ruas jalan 

Provinsi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu: 
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1. Suak Kandis- Desa Simpang Berbak dengan panjang 21.066 km. 

2. Desa Simpang Berbak - Simp Jembatan Muara Sabak dengan panjang 

45.641. km. 

3. Simpang Lagan- Simpang Pelabi dengan panjang 33.200 km57. 

Data di atas adalah data yang di ambil dari Surat Keputusan 

Gubernur Jambi tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan 

Provinsi. Dari data ini peneliti dapat mengetahui yang mana saja yang 

termasuk jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bagaimana 

penerapannya di lapangan. 

Berdasarkan Peraturan Mentri Pekerjaan Umun Tentang Tata Cara 

Pemeliharaan Dan Penelikan Jalan pasal 06 ayat (03) penanganan 

pemeliharaan jalan penanganan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan secara 

prevensif  dan reaktif sebagaimana yang dimagsud pada ayat (02) bertujuan 

untuk membatasi jenis, tingkat, sebaran kerusakan, dan menunda kerusakan 

lebih lanjut serta mengurangi jumlah kegiatan pemeliharaan rutin, melindungi 

perkerasan dari pengaruh beban dan lingkungan, dan mempertahankan 

kondisi jalan dalam tingkatan baik dan sedang sesuai dengan rencana58. 

Adapun pembangunan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur dengan ruas jalan Desa Simpang Berbak - Simp Jembatan Muara 

Sabak dengan panjang 45.641. km. Mengacu pada RENSTRA (rencana 

 
57 SK gubernur jambi no 216/ kep.gub/dpupr 2018 tentang penetapan ruas jalan menurut 

stautusnya sebagai jalan provinsi. 
58 Berdasarkan Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan 

Penelikan Jalan nomor 13/PRT/M/2011 pasal (06). 
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strategis) tahun 2021-2026. Sperti wawancara dengan bapak rafinus selaku 

kepala seksi penyelenggaraan jalan wilayah I mengatakan sebagai berikut : 

“Pembangunan Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

dengan ruas jalan Desa Simpang Berbak - Simp Jembatan Muara 

Sabak sesuai dengan RENSTRA tahun 2021-2026 yaitu penanganan 

jalan kita perkeras rigid payment dan dimulai pada bulan April dengan 

anggaran Pendapatan Asli Daerah”59. 

Dari hasil wawancara dan pengamatan ruas jalan yang peneliti teliti 

sudah mulai dilakukan perbaikan dimulai pada bulan april dengan 

menggunakan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Muara 

Sabak Timur. Pembangunan jalan ini dilakukan secara bertahap dengan 

menyesuaikan Renstra Dinas PUPR tahun 2021-2026. 

2. Implementasi Kebijakan  

             Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan 

pemerintah baik individu maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan 

yang telah dirumuskan. Sementara itu, keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil 

akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. 

Selain itu, implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan 

mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang 

ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual project dan 

yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Implementasi kebijakan 

pada jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum sepenuhnya 

 
59 Wawancara dengan bapak Rafinus selaku Kepala Seksi Penyelengaraan Jalan Wilayah I, 

pada tanggal 13 April 2023, pukul 10.00 WIB. 
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terealisasikan karena kurangnya dana anggaran. Sperti wawancara dengan 

bapak Rafinus Kepala Seksi Penyelengaraan Jalan Wilayah I sebagai berikut: 

“Lebar jalan Provinsi pada umumnya 6 cm namun masih ada yang 4,5 

cm jadi disamping memperbaiki jalan yang rusak kita juga secara 

bertahap melebarkan jalan sesuai standar jalan provinsi yaitu 6 cm60”. 

Pernyataan tersebut di dukung oleh wawancara dengan bapak Ridho kepala 

seksi penyelenggaraan jalan wilayah II sebagai berikut: 

    ”Jalan Provinsi bervariasi dari 4,5 cm – 6 cm jadi target kita selain 

memperbaiki kondisi jalan dari rusak berat dan ringan menjadi baik, 

kita juga melebarkan jalan sesuai menuju standar serta meningkatkan 

kondisi jalan sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD (rencana 

pembangunan jangka menengah daerah)61”. 

       Selain pernyataan diatas adapun implementasi kebijakan pemerintah 

terhadap ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah serta 

kemacetan dilakukan penanganan pertama yaitu dengan mengirimkan 

material dan alat berat. Sperti wawancara dengan Bapak Thias selaku Kepala 

Seksi Bidang Bina Program mengatakan sebagai berikut: 

        “Jadi di Dinas PUPR ini ada namanya (ALKAL) yaitu peralatan dan 

perbekalan dalam unit pelaksanaan teknis (UPT) bidang bina marga, 

jadi penanganan jika ada kemacetan mereka dikirim untuk membantu 

sampai jalan berfungsi terlebih dahulu, Alkal turun karena adanya 

respon masyarakat. Alat berat yang diturunkan sperti ekskavator mini, 

buldoser dan bahan material. Namun alkal tersebut hanya digunakan 

untuk penanganan ruas kritis agar jalan berfungsi terlebih dahulu, 

 
60 Wawancara dengan bapak Rafinus selaku Kepala Seksi Penyelengaraan Jalan Wilayah I, 

pada tanggal 13 April 2023, pukul 10.00 WIB. 
61 Wawancara dengan bapak Ridho Kepala Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah II, pada 

tanggal 18 April 2023, Pukul 13.00 WIB. 
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untuk sampai ke tahap pengaspalan itu perlu proses yang panjang dan 

tidak bisa langsung dilakukan”62.  

   Pernyataan tersebut berkaitan dengan wawancara dari bapak Lanjar 

sebagai masyarakat sekitar yang membantu meperbaiki jalan 

mengatakan sebagai berikut: 

“Jika ada jalan yang rusak sudah parah sperti jalan berlubang yang 

sudah tidak bisa saya atasi saya menghubungi bapak Iwan yang berada 

di Dinas PUPR Provinsi Jambi agar mengirimkan batu untuk 

menimbun jalan tersebut. saya foto terlebih dahulu jalan yang rusak 

tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada orang Dinas PUPR 

jika dilihat sudah sangat parah dari Dinas PUPR tersebut akan 

mengirimkan batu tersebut sesuai kebutuhan kadang satu mobil truck 

bahkan bisa lebih tergantung kerusakan jalan tersebut. Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengirimkan bantuan 

ketika jalan sudah rusak parah dan terjadi kemacetan panjang dan 

berhari hari yaitu dengan menurunkan alat berat dan beberapa orang 

pekerja dari Dinas PUPR untuk membantu menangani kerusakan jalan 

tersebut”63. 

 Dari hasil pengamatan dan wawancara tersebut diketahui bahwa 

implementasi kebijakan pemerintah terhadap perbaikan jalan Provinsi di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada ruas jalan yang diteliti cukup 

memadai adapun penanganan yang di lakukan sementara sperti 

mengirimkan bahan material dan alat berat untuk membantu agar jalan 

dapat berfungsi terlebih dulu agar tidak terjadi kemacetan serta mobil 

terprosok. Namun untuk perbaikan jalan secara khusus itu harus melalui 

proses yang panjang terlebih dahulu. Keterbatasan anggaran menjadi salah 

 
62 Wawanacara dengan Bapak Thias Sebagai Kepala Seksi Bina Program, pada tanggal 18 

April 2023, pukul 14.00 WIB. 
63 Wawancara dengan Bapak Lanjar sebagai masyarakat yang membantu memperbaiki 

jalan Provinsi, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 09.00 WIB. 
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satu faktor mengapa Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

mengalami keterlambatan pembangunan. 

3. Pemantauan Dan Evaluasi Implementasi Kebijakan 

Pemantauan yaitu tempat untuk mendapatkan informasi tentang 

permasalahan dan manfaat kebijakan. Evaluasi adalah adalah proses untuk 

melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan 

sesuai dengan petunjuk teknik pelaksanaan yang telah ditentukan. Proses 

evallualsi dilalkukaln dengaln membalndingkaln implementalsi kebijalkaln 

dengaln stalndalr yalng telalh ditetalpkaln altalu dengaln membalndingkaln 

implementalsi kebijalkaln dengaln kondisi lokall. Pemantauan dan evalusi 

kebijakan dalam Jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini 

belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Adapun wawancara dengan 

bapak Thias Kepala Seksi Bidang Bina Program mengatakan sebagai 

berikut: 

“Pembangunan jalan di mulai dengan perencanaan contohnya jika ada 

jalan yang rusak parah harus di sesuaikan dengan pagu anggaran yang 

sudah ada. Tahapan pengerjaan jalan dimulai dengan tender yang ada 

di ULP (unit layanan pengadaan)”64. 

         Namun pada tahun 2023 ini akan dilakukan perbaikan dan 

pembangunan di jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sperti 

wawancara dengan bapak Rafinus kepala seksi penyelenggaraan jalan 

wilayah I mengatakan sebagai berikut: 

 
64 Wawancara dengan Bapak Thias Sebagai Kepala Seksi Bina Program, pada tanggal 18 

April 2023, pukul 14.00 WIB. 
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“Rencana perbaikan jalan ditahun ini yaitu di satu ruas jalan Desa 

Simpang Muara Sabak–Desa Simpang Berbak dengan dana anggaran 

pendapatan belanja daerah murni yaitu 9 miliyar dan adapun dana 

alokasi khusus dari pusat yang ditransfer ke daerah yaitu 20 miliyar 

jadi total nya 29 miliyar dana anggaran yang akan digunakan untuk 

perbaikan jalan. Perbaikan jalan sudah mulai dilakukan di simpang 

jembatan Muara Sabak yang dimulai pada bulan April dengan masa 

pembangunan selama 7 bulan”65. 

       Adapun pernyataan dari bapak Ridho kepala seksi penyelenggaraan 

jalan wilayah II mengatakan sebagai berikut: 

“Rencana pembangunan jalan desa Simpang Muara Sabak – Desa 

Simpang Berbak menggunakan DAK (dana alokasi khusus) sebanyak 

20 milyar dan dana APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) 

sebanyak 9 milyar. Adapun pembangunan baru untuk akses sungai 

rambut ujung jabung dengan dana 5 milyar. Saat ini sudah mulai 

dilakukan pembangunan di ruas jalan Simpang Berbak-Simpang 

jembatan Muara Sabak”66. 

Dari hasil wawancara di atas bahwa sudah mulai dilakukan perbaikan 

jalan pada ruas jalan yang peneliti teliti. Namun pembangunan tersebut 

belum menyeluruh dilakukan diruas jalan yang diteliti karena adanya 

keterbatasan dana. Saat ini perbaikan jalan sudah dimulai di simpang 

jembatan Muara Sabak yaitu dengan menyesuaikan RENSTRA tahun 

2021-2026.  RENSTRA memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 

program dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang 

berpedoman pada rancangan program jangka menengah daerah (RPJMD). 

Keterlambatan dana anggaran tersebut menjadi dampak yang negatif bagi 

 
65 Wawancara dengan bapak Ridho Kepala Seksi Penyelengaraan Jalan Wilayah II, Pada 

tanggal 18 April 2023, Pukul 13.00 WIB. 
66 Wawancara dengan bapak Ridho Kepala Seksi Penyelengaraan Jalan Wilayah II, Pada 

tanggal 18 April 2023, pukul 13.00 WIB. 
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masyarakat sekitar karena jalan di gunakan untuk menunjang kebutuhan 

manusia dengan jalan rusak tersebut aktifitas masyarakat akan terhambat. 

Pembangunan insfratuktur jalan Provinsi diruas jalan Simpang Berbak-

Jembatan Muara Sabak yang mengalami kerusakan signifikan akan segera 

dilakukan. Dalam pelaksanaan alokasi dana anggaran Pemerintah 

menggunakan anggaran pendapatan daerah (APBD) untuk melakukan 

pembangunan disuatu daerah. Dana APBD pada hakikatnya merupakan 

salah satu instrumen kebijakan yang dipakai untuk meningkatkan 

pelayanan umum dan kesejahteraan masyrakat di suatu daerah. Selain itu 

adapun pembangunan jalan provinsi menggunakan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) yaitu alokasi dari dana alokasi dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara kepada Provinsi atau Kabupaten dengan tujuan untuk 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan 

sesuai prioritas nasional. 

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Perbaikan Jalan Provinsi Di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

1. Faktor pendukung  

Berkaitan dengan kondisi jalan eksternal dan internal yang ada, 

Kondisi internal berkaitan dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan 

anggaran pemerintah. Dan faktor pendukung dalam pelaksaan dan 

pembangunan infrastuktur jalan eksternal sperti peran dan dukungan dari 

pemerintah serta masukan masyarakat. 

a. Motivasi 
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Untuk meningkatkan semangat kinerja dari staf Dinas Pekerjaan 

Umum Dan Perumahan Rakyat petugas pengawas dan petugas 

pelaksana pemerintah perlu melakukan motivasi dan dorongan 

kerja, hal tersebut agar pekerjaan dapat berlangsung dengan 

maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarkat. Sperti 

wawancara dengan bapak Thias Selaku kepala seksi bidang bina 

program mengatakan sebagai berikut: 

“Jika terjadi kemacetan di Jalan kami menurunkan beberapa 

orang Dinas PUPR dari bagian UPT ALKAL untuk membantu 

memperbaiki jalan tersebut sampai jalan itu berfungsi terlebih 

dahulu agar kemacetan berhenti, kami juga membantu mobil” 

yang terprosok agar bisa melanjutkan perjalannanya’67. 

              Dinas PUPR akan turun langsung ke lapangan ketika 

sudah melihat respon dari masyarakat mengenai kerusakan jalan 

tersebut yaitu dengan mengirimkan bahan material dan alat berat 

untuk membantu kemacetan yang terjadi. Adapun wawancara 

dengan bapak Thias kepala seksi bidang bina program mengatakan 

sebagai berikut: 

“Pemerintah melihat usulan masyarakat tersebut melalui 

musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi dari situ 

pemerintah melihat mana jalan yang paling memerlukan 

perbaikan agar segera ditinjau dan melakukan perencanaan 

pembangunan”68. 

 
67 Wawancara dengan Bapak Thias Sebagai Kepala Seksi Bina Program, pada tanggal 18 

April 2023, pukul 14.00 WIB. 
68 Wawanacara dengan Bapak Thias Sebagai Kepala Seksi Bina Program, pada tanggal 18 

April 2023, pukul 14.00 WIB. 
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Dari wawancara di atas Pemerintah melihat usulan dari 

masyarakat mengenai perbaikan jalan tersebut. Masyarakat harus 

aktif dalam memberikan usulan melalui musrenbang untuk 

mendorong pemerintah melakukan perbaikan jalan. Namun pada 

dasarnya pembangunan jalan tidak bisa di dilakukan secara 

langsung namun melalui proses yang panjang untuk sampai pada 

tahap pembangunan. 

b. Partisipasi masyarakat 

Sikap dan respon masyarkat terhadap pelaksanaan 

pembangunan infrastuktur perbaikan jalan Provinsi di kabupaten 

tanjung jabung timur berdasarkan hasil penelitian masyarakat 

sangat mendukung perbaikan jalan tersebut. Sperti wawancara 

dengan bapak lanjar sebagai masyarakat yang membantu 

memperbaiki jalan tersebut mengatakan sebagai berikut: 

“Saya memperbaiki jalan tersebut dengan suka rela dengan 

bantuan Dinas PUPR dengan memfasilitasi saya baju dan topi 

pada saat bekerja serta alat dan bahan material yang akan 

dikirim ketika ada kemacetan untuk membantu perbaikan jalan 

tersebut, saya tidak meminta imbalan kepada pengguna jalan 

yang lewat namun terkadang para supir ada yang memberi saya 

uang sebagai ucapan terima kasih. Jika ada mobil yang 

terprosok saya membantu mobil tersebut agak bisa keluar dari 

lubang jalan dengan cara mencari batang pinang untuk 

mengganjal ban mobil tersebut selain itu supir mobil yang lain 

pun ikut membantu mendorong mobil tersebut agar cepat keluar 

dari lubang jalan agar mobil lain dapat lewat”69. 

 
69 Wawancara dengan bapak Lanjar sebagai masyarakat yang membantu memperbaiki jalan 

Provinsi, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 09.00 WIB. 
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Dari wawancara di atas partisipasi masyarakat sangat 

mendukung sperti dari Pengguna jalan yang melewati jalan 

tersebut juga tidak lupa untuk memberikan sedikit rezeki nya untuk 

masyarakat yang suka rela membantu memperbaiki jalan tersebut. 

Karena pada saat terjadi hujan, jalan Provinsi di Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur mengalami kerusakan parah sampai 

kemacetan dan antrian panjang bahkan banyak mobil terprosok. 

Menurut wawancara dengan bapak Iman supir ps yang membawa 

angkutan sawit mengatakan sebagai berikut: 

“Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini harus 

segera dilakukan perbaikan agar kami selaku para supir lebih 

cepat sampai tujuan tanpa ada hambatan. Akibat dari buruknya 

jalan tersebut mobil saya sering terprosok masuk ke lubang 

bahkan pernah sampai berhari hari, jika mobil saya terpuruk 

biasanya saya meminta bantuan dari teman supir yang lain agar 

dapat keluar dari lubang tersebut, dengan cara ditarik dengan tali 

menggunakan mobil lain dan dibantu dengan di dorong”70.  

Dari wawancara di atas partisipasi masyarakat terhadap 

perbaikan jalan tersebut sangat besar. Mereka berharap jalan 

tersebut segera diperbaiki agar tidak ada mobil yang terprosok dan 

menghambat aktivitas serta memperlambat perkonomian. Adapun 

wawancara dengan bapak Jay sebagai supir travel mengatakan 

sebagai berikut: 

 “Jalan provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini harus 

segera dilakukan perbaikan dari semua kerusakan agar tidak ada 

 
70 Wawancara dengan bapak Iman selaku supir mobil, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 

10.00 WIB. 
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lagi penumpang saya yang mengeluh dari Rantau Rasau-Jambi 

atau dari Jambi-Rantau Rasau itu biasanya hanya memerlukan 

waktu kurang lebih 3 jam dan jika ada kemacetan membuat 

jarak tempuh menjadi lebih lama penumpang saya ketinggalan 

untuk mengejar urusannya”71.  

Selain itu adapun wawancara dengan bapak Dayat sebagai 

pengguna motor sebagai berikut: 

 

“Saya sering melakukan perjalanan dari Rantau Rasau-Sabak 

karena pekerjaan saya di Sabak dan rumah saya di Rantau Rasau 

karena jalan ini masih banyak kerusakan bahkan sering terjadi 

kemacetan maka dari itu pada saat jalan sedang rusak parah dan 

macet saya kadang tidak pulang ke rumah kerena jika pulang 

kerumah hanya bikin capek dijalan apalagi waktu libur saya 

dirumah hanya dua hari, saya berharap jalan tersebut bisa segera 

diperbaiki”72. 

 

Dari hasil wawancara di atas banyak sekali dukungan dari 

masyarakat untuk segera dilakukan perbaikan jalan. Pengguna 

jalan sangat berharap agar jalan Provinsi Di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur itu diperbaiki secara merata apalagi pada titik jalan 

yang sering mengalami kemacetan panjang, karena dari dampak 

kemacetan tersebut bukan hanya terhambatnya pemasukan 

ekonomi tapi berdampak pada masyarakat yang hal mencapai 

pekerjaannya. Jika jalan Provinsi tersebut sudah rata dilakukan 

perbaikan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat. Dan pengguna 

jalan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik tanpa ada 

hambatan.  

 
71 Wawancara dengan bapak Jay selaku supir Travel, pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 10.00 

WIB. 
72 Wawancara dengan bapak Dayat selaku pengendara motor, pada tanggal 5 Mei 2023, 

pukul 11.00 WIB. 
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2. Faktor penghambat 

Dalam pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan Provinsi 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat kendala yang 

menyebabkan terhambatnya pembangunan kendala tersebut sperti 

keterbatasan sarana prasarana, kondisi geografis dan keterbatasan 

anggaran. Bedasarkan pendapat di atas terdapat beberapa hal 

penghambat perbaikan jalan provinsi di kabupaten tanjung jabung 

timur yaitu 

1. Sarana Dan Prasarana 

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan perbaikan 

jalan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk 

mendukung proses pelaksaan perbaikan sperti yang dikatakan 

bapak Ridho kepala seksi bidang bina program mengatakan 

sebagai berikut: 

“Perbaikan jalan Provinsi terkendala dengan keterbatasan alat di 

alkal karena jalan Provinsi Jambi itu 1032 km, alat tersebut 

terbagi dibeberapa ruas jalan yang ada di sebelas Kabupaten 

yang sedang mengalami kerusakan jalan”73.  

 

Dari data di atas selain keterbatasan anggaran perbaikan 

jalan Provinsi juga ada keterbatasan alat karena alat yang dipakai 

tersebut bukan hanya untuk jalan Provinsi Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur namun untuk seluruh jalan di Kabupaten lain yang 

sedang mengalami kerusakan di jalan Provinsi Jambi. 

 
73 Wawancara dengan bapak Ridho Kepala Seksi Penyelengaraan Jalan Wilayah II, Pada 

tanggal 18 April 2023, pukul 13.00 WIB. 
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2. Kondisi Geografis  

Kondisi geografis yaitu kondisi atau keadaan suatu wilayah 

dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek 

geografis. Sperti wawancara dengan bapak Rafinus kepala seksi 

penyelenggaraan jalan wilayah I mengatakan sebagai berikut: 

“Pada umumnya tanah di jalan Provinsi Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur itu tanah lunak yang ditimbun dan dipadatkan 

yang karena dulunya adalah jalan lingkungan itulah mengapa 

tidak mudah untuk memperbaiki jalan tersebut karena ada 

tahapan tersendiri untuk pengerjaannya. Jika ada jalan yang 

rusak dan banyak lumpur kita buang lumpur tersebut dan diganti 

dengan tanah pilihan setelah diganti dan dipadatkan baru kita 

hampar agregat kelas bsetelah itu baru di aspal namun pada 

umumnya di jalan provinsi kabupaten tanjung jabung timur itu 

memakai rigid beton dan tidak sampai kelas b. jadi tanah 

timbunan di cor untuk lapisannya 10 cm ketebalannya setelah 

lapis pondasinya baru di cor lagi lapis perkerasannya sekitar 27 

cm pada umumnya jalan provinsi di kabupaten tanjung jabung 

timur ini menggunakan rigid beton karena daerah rawa tanah 

dasarnya kurang bagus74. 

 

Dari hasil wawancara di atas kondisi geografi menjadi salah 

satu terhambatnya perbaikan jalan karena rusaknya yang sangat 

parah memmerlukan biaya yang besar. Tanah yang teksturnya 

lunak tersebut itu juga yang menjadi salah satu penyebab dari 

rusaknya jalan ketika hujan terus menurut sehingga jalan tersebut 

mengikis dan menyebabkan kerusakan semakin parah. Perbaikan 

 
74 Wawancara dengan bapak Rafinus selaku Kepala Seksi Penyelengaraan Jalan Wilayah I, 

pada tanggal 13 April 2023, pukul 10.00 WIB. 
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jalan tersebut pun sudah dilakukan dibeberapa titik namun belum 

merata. 

3. Anggaran Pelaksanaan 

Terbatasnya anggaran pelaksaan menjadi faktor utama 

dalam pelaksanaan perbaikan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur sperti wawancara dengan pak rafinus kepala seksi 

penyelengaraan jalan wilayah I mengatakan sebagai berikut: 

“Kami melokasikan dana anggaran setiap tahun sesuai 

kemampuan keuangan karna yang ditangani oleh dinas PUPR 

bukan hanya jalan provinsi di kabupaten tanjung jabung timur 

tapi tapi seluruh kabupaten yang ada di provinsi jambi jadi ada 

sebelas kabupaten yang kita tangani. Anggaran tidak kita 

tertangani secara keselurahan tapi bertahap dengan kemampuan 

keuangan dengan mempriritaskan jalan yang sangat memerlukan 

perbaikan”75. 

 

         Adapun wawancara dengan bapak Ridho kepala seksi 

penyelengaraan jalan wilayah II mengatakan sebagai berikut: 

“Terbatasnya anggaran menjadi penghambat dinas PUPR 

untuk melaksanakan perbaikan jalan karena anggaran tersebut 

harus disesuaikan dengan keadaan dilapangan yang lebih 

membutuhkan perbaikan”76. 

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa anggaran 

untuk perbaikan jalan masih terbatas itulah mengapa masih 

banyaknya jalan yang rusak dan jalan yang memerlukan perbaikan, 

karena perbaikan jalan ini tidak bisa ditangani sekaligus tapi harus 

memperhatikan anggaran yang tersedia. Anggaran tersebut terbagi 

dengan sebelas Kabupaten karena kerusakan jalan Provinsi tidak 

 
75 Wawancara dengan bapak Rafinus selaku Kepala Seksi Penyelengaraan Jalan Wilayah I, 

pada tanggal 13 April 2023, pukul 10.00 WIB. 
76 Wawancara dengan bapak Ridho Kepala Seksi Penyelengaraan Jalan Wilayah II, tanggal 

18 April 2023, pukul 13.00 WIB. 
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hanya terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun juga di 

Kabupaten lain. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah telah dilakukan peneliti di jalan 

provinsi kabupaten tanjung jabung timur selama dilapangan dan Dinas Pekerjaan 

Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi maka dikemukakan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kondisi jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih banyak 

mengalami kerusakan, kerusakan tersebut terjadi karena faktor sperti air, 

perubahan suhu, cuaca, material kontruksi perkerasan, kondisi tanah yang 

tidak stabil, proses pemadatan yang diatas lapisan tanah yang kurang baik dan 

tonase atau muatan kendaraan berat yang melebihi kapasitas dan volume 

kendaraan yang makin meningkat. Jalan yang baik memperlancar hubungan 

antara berbagai daerah. Sebaliknya, jalan yang rusak pastinya akan 

menghambat kegiatan ekonomi dan bisa menjadi penyebab terjadinya 

kecelakaan. 

2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Perbaikan Jalan Provinsi Di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur cukup memadai namun terkendala oleh 

keterbatasan anggaran. Adapun perbaikan jalan pada tahun ini di ruas jalan 

Simpang Berbak- Simpang Jembatan Muara Sabak dengan dana anggaran 

pendapatan belanja daerah murni yaitu 9 miliyar dan adapun dana alokasi 
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khusus dari pusat yang ditransfrer ke daerah yaitu 20 miliyar jadi total nya 29 

miliyar dana anggaran yang akan digunakan untuk perbaikan jalan. 

3. Faktor pendukung dan penghambat perbaikan jalan Provinsi di Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur yaitu  

a. Faktor pendukung yaitu banyaknya respon masyarakat yang berharap 

untuk segera dilakukan perbaikan jalan karena kerusakan jalan tersebut 

sangat berdampak negatif bagi masyarakat. Dalam kegiatan perekonomian 

maupun sosial masyarakat. 

b. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang 

digunakan untuk memperbaiki jalan tersebut serta keterbatasan anggaran 

menjadi kendala tersebesar dalam perbaikan jalan tersebut. 

B. Saran  

Setelah penulis menguraikan dari pembahasan kemudian menarik 

kesimpulan melalui tulisan ini penulis mengajukan saran yang perlu diperhatikan 

berkenaan dengan perbaikan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

1. Pemerintah hendaknya segera mengupayakan perbaikan jalan di jalan 

Provinsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur terutama pada jalan 

mengalami kerusakan. 

2. Pemerintah harus lebih berkontribusi melakukan pemeliharaan jalan 

Provinsi khususnya jalan yang sering terjadi kemacetan. 

3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat harus lebih cepat tanggap 

jika terjadi kemacetan dijalan Provinsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 
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Daftar Informan 

NO NAMA KETERANGAN 

1 Bapak Rafinus Kepala Seksi Penyelenggaraan Jalan 

Wilayah I Dinas PUPR Provinsi Jambi 

2 Bapak Ridho Kepala Seksi Penyelenggaraan Jalan 

Wilayah II Dinas PUPR Provinsi 

Jambi 

3 Bapak Thias Kepala Seksi Bidang Bina Program 

Dinas PUPR Provinsi Jambi 

4 Bapak Lanjar Masyarakat Sekitar yang membantu 

memperbaiki Jalan Provinsi di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

5 Bapak Iman Supir Ps 

6 Bapak Wawan Supir mobil 

7 Bapak Jay Supir Travel 

8 Bapak Dayat Pengguna Motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Instrumen Pengumpulan Data 

Pertanyaan untuk Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 

Bagaimana kondisi jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur? 

Bagaimana kebijakan Pemerintah terhadap perbaikan jalan Provinsi di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur? 

Apa saja kendala dalam perbaikan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur? 

Bagaimana cara mengatasi jika terjadi kemacetan? 

Apa saja faktor pendukung perbaikan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur? 

Apa saja kendala dalam perbaikan jalan Provinsi di Tanjung Jabung Timur? 

Bagaimana proses pengerjaan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur? 

Alat apa saja yang digunakan dalam perbaikan jalan tersebut? 

Apakah ada rencana perbaikan jalan pada tahun ini? 

Berapakah dana anggaran yang di gunakan pada perbaikan jalan di tahun ini? 

Pertanyaan untuk masyarakat yang membantu memperbaiki jalan 

Bagaimana kondisi jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur? 

Bagaimana cara mengatasi kerusakan jalan tersebut? 

Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kerusakan jalan tersebut? 

Apa saja faktor penyebab kerusakan jalan tersebut? 

Apa harapan masyarakat kepada Pemerintah terhadap kerusakan jalan 

tersebut? 

Apa saja dampak dari kerusakan jalan tersebut? 

Bagaimana kebijakan dari pemerintah terhadap kerusakan jalan tersebut? 

Apa yang dilakukan jika terjadi kemacetan panjang? 

Motivasi bapak membantu memperbaiki jalan tersebut? 

Alat apa yang di pakai untuk memperbaiki jalan tersebut? 

Pertanyaan untuk pengguna jalan  

Muatan apa yang dibawa? 

Berapa ton muatan yang dibawa? 

Tanggapan bapak terhadap kerusakan jalan ini? 

Apa harapan untuk pemerintah terhadap kerusakan jalan ini? 

Apa saja dampak dari kerusakan jalan ini? 

Apa yang dilakukan jika terjadi kemacetan panjang? 

Berapa jarak tempuh yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat tujuan? 

 

 



 

 
 

 

DOKUMENTASI 

  

Wawancara Dengan Bapak Rafinus Selaku Kepala Seksi 

Penyelenggaraan Jalan Wilayah I Dinas Pupr Provinsi 

Jambi Pada Tanggal 13 April 2023. 

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan Bapak Ridho Selaku Kepala Seksi 

Penyelenggaraan Jalan Wilayah Ii Dinas Pupr Provinsi 

Jambi Pada Tanggal 18 April 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan Bapak Thias Selaku Kepala Seksi Bidang Bina 

Program Di Dinas Pupr Provinsi Jambi Pada Tanggal 18 April 2023.  

 

 



 

 
 

 

 

 

Wawancara Bersama Masyarakat Sekitar Yang Membantu Memperbaiki Jalan 

Dan Wawancara Dengan Pengguna Jalan di Jalan Provinsi Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur pada ruas jalan Simpang Berbak-Simpang Jembatan Muara Sabak 

pada tanggal 5 Mei 2023. 



 

 
 

 

 

Jenis Jenis Kerusakan Jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 

ruas jalan Simpang Berbak-Simpang Jembatan Muara Sabak. 

 



 

 
 

CURRICULUM VITAE 

A. INFORMASI DATA DIRI 

 

B. RIWAYAT PENDIDIKAN 

SD. N 210/10 Bandar Jaya 2007-2013 

SMPN 2 Tanjab Timur 2013-2016 

SMAN 1 Tanjab Timur 2016-2019 

UIN STS Jambi 2019- 2023 

 

C. PENGALAMAN ORGANISASI 

1. Anggota PMII 2019- Sekarang 

2. BPH Ikatan Mahasiswa Rantau 

Rasau (IMARRA)  

 2022- Sekarang 

3. Badan Pengurus Harian  

Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu 

Pemerintahan (BPH HMP-IP) 

 2020- 2021. 

 

Nama : Putri Jayanti                                        

 

Nim                    : 105190026 

Tempat/tgl. Lahir  : Rantau Rasau, 13 Maret 2001              

Jenis Kelamin : Perempuan  

Alamat Asal : Desa Bandar Jaya, Kec.  

  Rantau Rasau, Kab.        

  Tanjung Jabung Timur, Prov.  

  Jambi 

Alamat Sekarang : Perumahan Auduri 1 Blok E   

  No. 95 kec Telanai Pura Kota  

  Jambi 

 

Nama/PekerjaanAyah : Jahroman/ Wiraswasta  

Nama/Pekerjaan Ibu : Dian Kasiti/ IRT  


